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ABSTRAK 
 MESYA ASSAUMA NURFITRAH (B111 13 112), “ANALISIS 
HUKUM PERBUATAN INGKAR JANJI UNTUK MENIKAHI SEBAGAI 
PERBUATAN WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No.82/Pdt.G/2014/PN.Mks)”, dibawah bimbingan Bapak 
ANWAR BORAHIMA sebagai Pembimbing I dan Bapak HASBIR 
PASERANGI sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan 
hakim atas perbuatan membatalkan janji untuk menikahi sebagai perbuatan 
wanprestasi dalam perkara No.82/Pdt.G/2014/PN.Mks, dan apakah janji 
untuk menikahi termasuk perjanjian yang dapat dibatalkan secara sepihak, 
serta untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari pihak yang 
melakukan perbuatan ingkar janji untuk menikahi tersebut. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan kasus, dimana penelitian dilaksanakan di Pengadilan 
Negeri Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum 
yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian bahan hukum yang 
diperoleh dianalisis secara kualitatif lalu disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan hasil dan 
kesimpulan atas permasalahan. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim 
mengategorikan perbuatan membatalkan janji untuk menikahi sebagai 
perbuatan wanprestasi dikarenakan janji untuk menikahi tersebut berasal 
dari sebuah kesepakatan yang mana telah disetujui oleh kedua belah pihak 
dan telah ada pembinaan lanjut terkait hal tersebut. Kesepakatan itu dapat 
dikatakan sebagai pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang 
sebenarnya, sehingga jika kesepakan itu dibatalkan secara sepihak maka 
termasuk perbuatan wanprestasi dan pihak yang membatalkannya harus 
bertanggung jawab atas kerugian yang secara nyata diderita oleh pihak lain.  
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ABSTRACT 
MESYA ASSAUMA NURFITRAH (B111 13 112), “LEGAL 
ANALYSIS OF THE ACT OF BREAKING THE PROMISE TO MARRY AS 
THE ACT OF BREACH (A Case Study of Makassar District Court 
Judicial Decision No.82/Pdt.G/2014/PN.Mks)”, under the guidance of Mr. 
ANWAR BORAHIMA as Supervisor I and Mr. HASBIR PASERANGI as 
Supervisor II.   
This study aims to find out how the judge’s consideration on the act 
of canceling the promise to marry as the act of breach in the case 
No.82/Pdt.G/2014/PN.Mks, and whether the promise to marry is an 
agreement that can be canceled one-sided, and also to know the 
responsibility of the party who commits the breach of the promise to marry. 
This study uses the method of normative legal research with case 
approach, where the research was conduct in Makassar District Court by 
using the technique of collecting legal material like interview and literature 
study. And then, the legal material that has been obtained would be 
analyzed in a qualitative way and will be presented as a descriptive by 
explaining and describing the results and conclusions of the problem. 
The results of the study indicate that the judge's consideration to 
categorizes the act of canceling the promise to marry as a breach because, 
the promise to marry comes from an agreement which has been agreed by 
both parties and there has been further development related to it. The 
agreement can be said as a binding before entering the actual agreement, 
so if the agreement is canceled one-sided, that includes the act of breach 
and parties that cancel it should be responsible for the losses that are 
actually suffered by the other party. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan 
hubungan dengan manusia lain. Hubungan ini terjadi sejak manusia 
dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar 
manusia secara kodrati, artinya makhluk hidup sebagai manusia itu 
dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup 
sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir 
sampai meninggal dunia. Proses kodrati itu terjadi sejak manusia 
dikodratkan lahir terdiri dari jenis kelamin pria dan wanita. Kedua jenis 
kelamin itu suatu waktu akan ada yang membentuk keluarga.1 
Hak untuk membentuk keluarga dijamin dalam Konstitusi Indonesia 
dimana Pasal 28 B mengatur bahwa: 
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah”. 
Dengan demikian, perkawinan adalah sebuah hak yaitu dalam rangka 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.2 
Pernikahan atau yang lebih sering disebutkan dalam undang-
undang sebagai Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan 
                                                          
1 Abdullah Marlang, dkk., Pengantar Hukum Indonesia, Makassar: ASPublishing, 2011, hlm. 39 
2 Koalisi 18, “Penetapan Usia Perkawinan dan Perwujudan Hak atas Perkawinan”, HUKUMPEDIA, 
(http://www.hukumpedia.com/18coalition/penetapan-usia-perkawinan-dan-perwujudan-hak-
atas-perkawinan, diakses 23 Oktober 2016) 
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Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. 
Tentang perkawinan diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 102 
KUHPerdata, dimana ketentuan umum dalam KUHPerdata terdapat 
pada Pasal 26 KUHPerdata yang berbunyi: 
“Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-
hubungan keperdataannya saja”. 
Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka KUHPerdata tidak 
memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan, selama tidak 
diatur dalam hubungan hukum perdata.3 Meskipun begitu, perkawinan 
merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti 
perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.4 
Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu 
masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh 
budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan 
masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, 
kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. 
Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja 
dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga 
dipengaruhi ajaran agama. Dengan lahirnya Undang-Undang 
Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata 
                                                          
3 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya:  
  Airlangga University Press, 2008, hlm. 18 
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1 
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sejauh yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan ini 
dinyatakan tidak berlaku, sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dikatakan sifatnya telah menampung sendi-sendi 
dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi 
pegangan dan berlaku bagi berbagai masyarakat Indonesia yang 
berbeda-beda.5  
Secara singkat, pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci 
membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi 
kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada 
masyarakat ramai, sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi 
keagamaannya dari suatu perkawinan.6 
Berdasarkan hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan 
itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan 
perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan 
ketetanggan.7 
Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang 
mempunyai akibat hukum  terhadap hukum adat yang berlaku dalam 
masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum 
perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan 
pelamaran yang merupakan rusun sanak (hubungan anak-anak, 
                                                          
5 Ibid, hlm. 1-2 
6 Ibid, hlm.47 
7 Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm. 8 
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bujang-gadis) dan rusun tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari 
para calon suami, istri).8 
Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat baik yaitu untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh 
karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 
masing-masing dapar mengembangkan kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.9  
Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum karena perbuatan 
subjek hukum. Perjanjian untuk saling mengikatkan diri yang terjalin 
antara seorang pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan 
berasal dari kesepakatan yang dibuat untuk hidup bersama dan 
membangun keluarga. Dengan adanya perkawinan maka timbul akibat 
hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang 
dilahirkan dalam perkawinan. 
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya, kemudian tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Fenomena yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah hampir di 
setiap wilayah kehidupan sosial, didapati adanya dua sejoli yang 
                                                          
8 Ibid, hlm. 8-9  
9 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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memadu hubungan kasih dan saling mengikatkan diri dengan janji 
untuk saling memiliki yang biasanya disebut dengan berpacaran atau 
teman dekat. Dalam hubungan itu sering kali salah satu pihak 
mengumbar janji-janji lisan yang mana jika ia ingkar maka sulit untuk 
diminta pertanggung-jawabannya.  
Pada dasarnya hubungan berpacaran tidak menimbulkan akibat 
hukum apa-apa. Pacaran bukan merupakan hubungan hukum seperti 
halnya suami dengan istri. Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban 
yang timbul di antara kedua orang yang berpacaran sehingga jika satu 
pihak dirugikan, maka ia tidak bisa menuntut kewajiban pihak lainnya 
untuk bertanggung jawab.10 
Hal yang kerap terjadi dalam hubungan berpacaran ialah adanya 
janji untuk menikahi, tetapi kebanyakan janji untuk menikahi ini 
diingkari. Tidak menepati janji untuk menikahi untuk sebagian orang 
mungkin merupakan hal yang biasa tetapi bukan berarti dapat 
disepelekan, karena telah ada beberapa putusan yang menyatakan 
bahwa ingkar janji untuk menikahi merupakan Perbuatan Melanggar 
Hukum (PMH).11 
                                                          
10 Tri Jata Ayu Pramesti, “ Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?”, Hukumonline,  
(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakah-
menuntut?, diakses 24 Oktober 2016) 
11 Diana Kusumasari, “ Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara  
 Sepihak”, Hukumonline,   
(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calon-
suami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak, diakses 10 Februari 2017) 
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Dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh prinsip 
adat, ada nilai-nilai budaya yang melekat sehingga tidak menepati janji 
untuk menikahi dapat berakibat fatal karena berkaitan dengan harga diri 
serta harkat dan martabat pihak yang bersangkutan. Beberapa pihak 
akan terkena imbasnya, bukan hanya pasangan calon suami-istri, tetapi 
juga bisa sampai ke hubungan keluarga besar. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan memang tidak dikenal istilah janji untuk menikahi,  yang 
ada hanyalah Perjanjian Kawin, yang itupun sangat berbeda pengertian 
dan implementasinya. Namun meskipun begitu dalam Pasal 58 
KUHPerdata telah diatur: 
“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim 
akan berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk 
menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak 
dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini 
adalah batal. 
Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu 
pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut 
penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian 
yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai 
akibat dan penolakan pihak yang lain. Dalam pada itu tidak boleh 
diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. 
Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas 
bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan”. 
 
Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 58 
KUHPerdata merumusakan tiga hal yaitu: 
- Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di 
muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak 
menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan 
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bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi 
dalam hal ini adalah batal. 
- Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu 
pengumuman, maka hak ini dapat menjadi dasar untuk menuntut 
kerugian. 
- Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 
bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan. 
 
Terkait dengan hal tersebut, ada kasus yang pernah terjadi di 
Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No.82/Pdt.G/2014/PN.MKS berkaitan dengan ingkar janji 
untuk menikahi. Dalam kasus ini, berangkat dari pengenalan yang 
dilakukan oleh masing-masing orang tua, pihak lelaki yang kemudian 
disebut DST berpacaran dengan LMB, yang kemudian selama masa 
pacaran berjalan normal dan baik-baik saja sehingga dari hubungan 
demikian maka terjadi suatu kesepakatan untuk melangsungkan 
pernikahan pada tanggal 22 Februari 2014. Atas dasar kesepakatan 
tersebut maka keluarga DST resmi melakukan acara lamaran menurut 
adat Toraja di rumah LMB pada 17 Oktober 2013. Setelah acara 
lamaran dibentuk suatu panitia dari keluarga masing-masing yang 
mana panitia-panitia ini telah mengadakan rapat kerja pada tanggal 19 
Januari 2014 untuk melangsungkan pernikahan antara DST dan LMB 
dan telah bekerja secara maksimal untuk memenuhi segala keperluan 
dan kebutuhan untuk pernikahan. Namun setelah semua rencana 
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berjalan dengan baik, DST dan ayahnya CUT membatalkan rencana 
pernikahannya secara sepihak dengan membatalkan salon dan gedung 
pernikahan yang telah di booking, serta menghubungi pihak Gereja 
untuk memberitahukan bahwa rencana pernikahan DST dan LMB 
dibatalkan. 12 
Dari kasus di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
memutuskan untuk menghukum DST dengan sanksi berupa ganti rugi 
kepada LMB dengan dasar perbuatan wanprestasi, karena 
membatalkan rencana pernikahannya secara sepihak. 
Sebelumnya terhadap gugatan ingkar janji untuk menikahi, 
Mahkamah Agung pernah memutuskan bahwa perbuatan ingkar janji 
untuk menikahi ini termasuk dalam kategori perbuatan melanggar 
hukum dan bukan sebagai perbuatan wanprestasi, seperti dalam 
Putusan Mahkamah Agung RI No. 522 K/Sip/1994 dan Putusan 
Mahkamah Agung RI No. 1653 K/PDT/2010. Oleh karena itu, persoalan 
ini menurut penulis menarik untuk dikaji lebih lanjut apa yang 
menyebabkan sehingga sebuah perbuatan ingkar janji untuk menikahi 
itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan 
melanggar hukum. 
 
 
 
                                                          
12 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks 
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah-masalah 
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah pertimbangan hakim mengategorikan perbuatan 
membatalkan janji untuk menikahi sebagai perbuatan wanprestasi?  
2. Apakah janji untuk menikahi termasuk perjanjian yang dapat 
dibatalkan secara sepihak? 
3. Bagaimana tanggung jawab dari pihak yang melakukan perbuatan 
ingkar janji untuk menikahi? 
 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim mengategorikan 
perbuatan membatalkan janji untuk menikahi sebagai perbuatan 
wanprestasi. 
2. Untuk mengetahui apakah janji untuk menikahi termasuk perjanjian 
yang dapat dibatalkan secara sepihak. 
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari pihak yang 
melakukan perbuatan ingkar janji untuk menikahi. 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Penulisan ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat 
memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan tambahan 
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terhadap ingkar janji untuk menikahi dalam perspektif hukum 
perdata. 
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang 
akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan merupakan salah satu jalan yang dialami oleh hampir 
semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa di antaranya 
yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua 
agama resmi di indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu 
yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh 
karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah 
selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan. 
Perkawinan biasa dikenal juga dengan istilah pernikahan. 
Pernikahan sendiri adalah upacara pengikatan janji nikah yang 
dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud 
meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, 
dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan 
variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas 
sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan 
dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. 
Menurut Bachtiar, definisi perkawinan secara umum adalah pintu 
bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang 
berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat 
berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-
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masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, harmonis, 
serta mendapatkan keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang 
kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari 
masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara 
kelangsungan manusia dibumi.13 
Menurut Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara 
seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan 
kekal, yang diakui oleh negara. Scholten melihat perkawinan sebagai 
hubungan yang kekal yang berarti harus berlangsung abadi, seumur 
hidup pasangan suami istri dan disahkan oleh negara. Perkawinan ini 
harus dilakukan dengan menaati peraturan perkawinan yang ditetapkan 
oleh negara.14 Beberapa jenis pengertian perkawinan sebagai berikut.15 
a. Perkawinan Menurut Perundangan 
Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, ditetapkan bahwa; 
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
 
Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara 
seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama 
dengan perikatan (verbintenis).  
                                                          
13 Bachtiar A., Menikahlah, Maka Kau Akan Bahagia!, Yogyakarta: Saujana, 2004, hlm. 13 
14 Vincensia Esti Purnama Sari, “Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia”, Law 
Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.VI, Nomor 1 Juli 2006, hlm. 96 
15 Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm.6-12 
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Di dalam perkawinan dibutuhkan adanya ikatan lahir dan batin, 
dimana ikatan lahir ialah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai 
aturan yang ada, baik yang mengikat dirinya sendiri, suami atau istri, 
anak, maupun orang lain sedangkan, ikatan batin ialah ikatan yang 
tidak nampak secara langsung yang merupakan ikatan psikologis 
antara suami dan istri. Saling mencintai satu sama lain yang 
membuat ikatan batin ini dapat terbentuk.  
Di dalam Pasal 26 KUHPerdata ditetapkan bahwa undang-undang 
memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan 
dalam Pasal 81 KUHPerdata ditetapkan bahwa tidak ada upacara 
keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah 
pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa 
perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. 
Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang 
perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dengan KUHPerdata yang mana pada KUHPerdata 
hanya sebagai “perikatan perdata” sedangkan dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata saja 
tetapi juga merupakan “perikatan keagamaan” sesuai dengan 
falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan 
Yang Maha Esa di atas segala-galanya. 
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b. Perkawinan Menurut Hukum Agama 
Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah 
perbuatan yang suci (sakramen), yaitu suatu perikatan antara dua 
pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, 
agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat 
tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-
masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 
“perikatan jasmani dan rohani”  yang membawa akibat hukum 
terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta 
keluarga kerabatnya. 
Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara 
wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu 
harus diucapkan oleh si wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) 
dan kabul (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan 
dihadapan dua saksi yang memenuhi syarat.  
Menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan 
hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total 
dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik 
kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah 
perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua 
suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh 
kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu 
adalah sah apabila kedua mempelai sudah di baptis. 
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Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara 
seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur 
hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria 
yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, 
yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu 
Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara 
menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah. 
Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB), keputusan 
Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan perkawinan 
adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami 
dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih 
(Metta), kasih sayang (Karuna), dan rasa sepenanggungan (Mudita) 
dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) 
bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang 
Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum 
Perkawinan Agama Budha Indonesia (Pasal 2 HPAB). 
Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama 
di atas maka dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa 
Indonesia. 
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c. Perkawinan Menurut Hukum Adat 
Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu 
bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan 
perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan 
ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan 
semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan 
keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, 
kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga 
menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, 
kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut 
kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam 
hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan 
manusia sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar 
selamat di dunia dan selamat diakhirat. 
Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang 
mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam 
masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum 
perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan 
pelamaran.  
Pelamaran atau peminangan merupakan pola yang umum 
dilakukan oleh masyarakat. Pada umumnya, pihak yang mengajukan 
lamaran atau pinangan adalah pihak (keluarga) si pemuda, yang 
dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan. 
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Seorang atau beberapa orang sebagai utusan itu adalah mereka 
yang sekerabat dengan pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, 
yang melakukan lamaran adalah orang tuanya sendiri.16  
Bila peminangan atau lamaran itu diterima baik, maka mungkin 
tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin 
dilakukan pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan baru akan 
mengikat kedua belah pihak, pada saat diterimakannya hadiah 
pertunangan yang merupakan alat pengikat atau tanda yang 
kelihatan, yang kadang-kadang diberkan oleh pihak laki-laki kepada 
pihak perempuan, atau dari kedua belah pihak (Batak, Minangkabau, 
kebanyakan suku Dayak, beberapa suku Toraja dan suku To Mori). 
Pada masa kini, saat pertunangan dimulai pada ketiak upacara 
“tukar-cincin”, yaitu suatu upacara yang diadakan khusus untuk 
saling memberikan cincin oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, 
cincin di sini telah berfungsi sebagai alat pengikat atau tanda yang 
kelihatan.17 
Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka 
yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem 
perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Hal mana 
berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat 
                                                          
16 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 223 
17 Ibid, hlm. 224 
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bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.18 
 
2. Tujuan Perkawinan 
Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
mengatur bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri 
adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan 
bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 
Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan 
keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi 
hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan 
perkawinan menurut perundang adalah untuk kebahagian suami dan 
istri, untuk mendaptakan keturunan dan menegakkan keagamaan, 
dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.19 
Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat 
kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan 
keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, 
untuk kebahagian rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memeroleh 
                                                          
18 Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm. 9 
19 Ibid, hlm. 21 
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nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk memeroleh 
kewarisan. 20 
Bachtiar membagi tujuan perkawinan yang paling pokok menjadi 
lima, yaitu:21 
a) Memeroleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur 
b) Mengatur potensi kelamin 
c) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama 
d) Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri 
e) Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan 
perkawinan. 
Menurut Soemijati, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi 
tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan 
perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar 
cinta dan kasih sayang, memeroleh keturunan yang sah dengan 
mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.22  
Perkawinan sebaiknya dapat mendatangkan kebahagiaan bagi 
seluruh anggota keluarga. Hal ini erat kaitannya dengan terpeliharanya 
hubungan baik antar seluruh anggota keluarga, yakni ayah, ibu, dan 
anak-anak. Dengan adanya keserasian antara ikatan lahir dengan 
ikatan batin dari pasangan suami istri, maka hal ini akan membawa 
                                                          
20 Ibid, hlm. 22 
21 Bachtiar A., Op.Cit., hlm. 15 
22 Ibid, hlm. 15 
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dampak positif bagi perkembangan anak yang dibuahkan dari sebuah 
perkawinan.23 
 
3. Syarat Sah Perkawinan 
Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus 
memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-
undang sebagaimana diatur Pasal 6-12 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan, dan khusus bagi mereka yang pegawai 
negeri sipil masih ditambah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. 
Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:24  
a) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai. 
Syarat yang pertama ini terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas 
persetujuan kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan. 
Kedua calon itu masing-masing harus saling setuju untuk mengikat 
tali perkawinan dengannya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 
Adanya persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat 
perkawinan, dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas 
memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam 
perkawinan tanpa adanya paksaan. 
                                                          
23 Vincensia Esti Purnama Sari, Op.Cit., hlm. 97-98 
24 Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 15-
20 
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b) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 
tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun. 
Di dalam Penjelasan Umum undang-undang yang bersangkutan 
menyebutkan bahwa undang-undang menganut prinsip, dengan 
umur tersebut calon suami istri itu dianggap telah masak jiwa 
raganya untuk melangsungkan perkawinan, dan dianggap telah 
mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. 
Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungannya 
dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan 
umur minimal ini, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih 
rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju 
kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang 
lebih tinggi. Memang pada waktu Undang-Undang Perkawinan 
dilahirkan, pelaksanaan program keluarga berencana (KB) belum 
seperti sekarang. Pada waktu itu orang berumah tangga masih 
memiliki anak lebih dari tiga orang sehingga, dikhawatirkan akan 
padat penduduk Indonesia jika terjadi kawin dengan umur yang 
sangat muda. 
c) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang 
belum berumur 21 tahun. 
Mengenai izin untuk melakukan perkawinan dari kedua orang tua 
atau walinya hanya berlaku bagi mereka yang belum berumur 21 
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tahun. Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengapa 
ditentukan batas 21 tahun ke atas tidak perlu ada izin yang demikian. 
Hemat kami karena umur 21 tahun dianggap telah dewasa untuk 
melakukan tindakan hukum perkawinan ini sehingga tidak perlu 
meminta izin orang tua atau walinya. 
d) Tidak melanggar larangan perkawinan. 
Untuk dapat melangsungkan perkawinan syarat berikutnya bahwa 
calon mempelai tidak boleh melanggar larangan perkawinan. Dalam 
Undang-Undang Perkawinan ada enam poin larangan sebagaimana 
yang diatur oleh Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yaitu: 
- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 
ke atas; 
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya; 
- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
bapak/ibu tiri; 
- Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan saudara susuan, 
anak susuan dan bibi/paman susuan; 
- Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari 
seorang; 
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- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 
yang berlaku, dilarang kawin. 
Selain itu mengenai peraturan lain yang berlaku, misalnya dalam 
hukum adat, ada larangan kawin laki-laki dengan perempuan yang 
semarga sebagaimana dalam hukum adat Batak. Kalau dalam adat 
Jawa ada larangan kawin dengan pancer wali, maksudnya apabila 
laki-laki itu masih bisa menjadi wali nikah seorang perempuan maka 
perempuan tersebut tidak boleh dijadikan istrinya. 
e) Berlaku asas monogami. 
Seorang suami hanya dapat mempunyai satu orang istri. Oleh 
karena itu calon mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan 
perkawinan lebih dari satu orang sekaligus. Kalaupun nantinya si 
suami hendak beristri lebih dari seorang, harus ada izin dari istri dan 
alasan yang sah untuk itu. 
f) Waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi. 
Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 
Undang-Undang Perkawinan, khusus bagi seorang perempuan yang 
putus perkawinannya, baik karena kematian suaminya maupun 
karena kasus perceraian. 
Selain syarat-syarat tersebut di atas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan menghendaki agar perkawinan menjadi sah, 
maka harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya. Setelah perkawinan sah menurut hukum 
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agama atau kepercayaannya masing-masing, maka perkawinan ini 
harus dicatatkan di Catatan Sipil bagi pasangan suami istri yang 
bukan beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama Islam 
perkawinanya dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama.25 
KUHPerdata mengatur syarat-syarat perkawinan menjadi menjadi 
dua bagian yaitu syarat materil yang menyangkut tentang pribadi 
calon pasangan suami istri, dan syarat formil yang menyangkut 
keabsahan dari perkawinan yaitu harus memenuhi persyaratan yang 
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.26 Syarat 
materil perkawinan diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 49 
KUHPerdata terdiri dari:27 
1) Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan 
mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang 
perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya (asas 
monogami). 
2) Kesepakatan calon suami - istri. 
3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 18 tahun dan calon 
mempelai wanita sudah mencapai 15 tahun. 
4) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak terikat 
dalam hubungan yang dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata untuk melangsungkan perkawinan. 
                                                          
25 Vincensia Esti Purnama Sari, Op.Cit., hlm. 99 
26 Ibid, hlm. 100 
27 Ibid, hlm. 100 
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5) Bagi seorang wanita (janda) yang akan melangsungkan 
perkawinan lagi, telah harus melewati tiga ratus hari semenjak 
perkawinan terakhir dibubarkan. 
6) Untuk mengikatkan diri dalam perkawinan, bagi calon suami istri 
yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari orang tuanya. 
7) Untuk mengikatkan diri dalam perkawinan, walaupun bagi calon 
suami istri yang telah dewasa namun bagi mereka yang masih 
berusia di bawah tiga puluh tahun, harus mendapatkan izin dari 
orang tuanya. 
Syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 
Pasal 58 KUHPerdata terdiri dari:28 
1) Semua orang yang akan melakukan perkawinan harus 
memberitahukan kehendak mereka kepada pegawai Catatan Sipil 
di tempat tinggal salah satu calon mempelai. 
2) Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus 
membuat pengumuman yang memberitahukan bahwa pada hari, 
tanggal, bulan, dan tahun tertentu akan dilangsungkan 
perkawinan antara calon suami istri yang namanya disebutkan di 
papan pengumuman. Pengumuman tersebut berisi: 
a. Nama, nama depan, umur, pekerjaan dan tempat tinggal calon 
suami-istri termasuk bagi mereka yang pernah melangsungkan 
                                                          
28 Ibid, hlm. 101 
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perkawinan sebelumnya diumumkan pula nama suami atau 
nama istri mereka dahulu.  
b. Hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. 
Pengumuman ini ditanda tangani oleh pegawai catatan sipil dan 
harus ditempel selama sepuluh hari. Apabila dalam jangka 
waktu satu bulan terhitung sejak diumumkannya suatu 
perkawinan dan perkawinan tersebut belum terlaksana, maka 
bagi namanya yang disebutkan dalam pengumuman tersebut 
tidak boleh melangsungkan perkawinan, melainkan setelah 
terlebih dahulu dilakukan pengumuman sekali lagi. 
 
4. Pemberitahuan dan Pencatatan Perkawinan 
a) Pemberitahuan Perkawinan 
 Di dalam KUHPerdata tentang acara mendahului perkawinan diatur 
dalam Pasal 50-58, sedangkan tentang melaksanakan perkawinan 
diatur dalam Pasal 71-82. Pasal 50 KUHPerdata mengatur bahwa; 
 “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan 
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal 
salah satu dari kedua pihak”. 
Kemudian tentang pelaksanaan pemberitahuan itu sendiri diatur 
dalam Pasal 51 KUHPerdata; 
“Pemberitahuan ini harus dilakukukan, baik sendiri, maupun dengan 
surat-surat yang cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua 
calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai 
Catatan Sipil harus dibuat sebuah akta”.  
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 Tentang pemberitahuan ini tidak  diatur dalam Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, melainkan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 3 ayat (1) yang menetapkan 
bahwa; 
“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di 
tempat perkawinan akan dilangsungkan”. 
 
Setelah itu pelaksanaan pemberitahuan terdapat pada Pasal 4 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; 
“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon 
mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”. 
 
Kemudian di dalam pemberitahuan itu memuat identitas kedua calon 
mempelai sebagaimana Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975 mengatur; 
“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, 
pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabilasalah 
seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri 
atau suami terdahulu”. 
 
 
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk Jawa dan Madura dan 
telah berlaku untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
No. 32 Tahun 1954 menetapkan bahwa; 
“Barangsiapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan 
seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat 
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nikah atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- 
(lima puluh rupiah)”. 
 
 
Dari ketentuan pasal di atas, maka berarti perkawinan yang 
dilakukan menurut hukum adat ataupun hukum Islam tidak di bawah 
pengawasan pegawai pencatat nikah, walaupun sah menurut hukum 
adat atau hukum agama menjadi tidak sah berdasarkan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975.29 
 
b) Pencatatan Perkawinan 
Tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 
Peraturan No. 9 Tahun 1975  bahwa; 
“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh 
Pegawai yang ditunjuk olehnya, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 
Rujuk”. 
 
Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan No. 
9 Tahun 1975 mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka 
yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai 
pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-
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ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan 
perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara 
pencatatan perkawinan dilakukan sebagaima ditentukan dalam 
Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975. 
Pada Pasal 3 ayat (2) sampai ayat (3) diatur bahwa 
pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 
dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 
perkawinan dilangsungkan, kecuali karena sesuatu alasan yang 
penting pemberitahuan perkawinan dapat kurang dari sepuluh hari 
dimaksud atas persetujuan Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah 
Setempat. 
Di dalam prakteknya pemberitahuan kurang dari 10 hari itu dalam 
pelaksanaan perkawinan umat Islam tidak sampai menantikan 
persetujuan Camat, cukup oleh Pegawai Pencatatan yang 
bersangkutan.30 
Kemudian pada Pasal 5 menetapkan bahwa pemberitahuan itu 
dengan menyebutkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, 
tempat kediaman calon mempelai dan jika pernah kawin 
menyebutkan pula nama suami/istri terdahulu. Setelah Pegawai 
Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi 
dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan bagi calon 
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mempelai, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) diteliti pula sebagai 
berikut:  
a. Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang umur dan asal-usul 
calon mempelai. 
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan 
tempat tinggal orang tua calon mempelai. 
c. Adanya izin tertulis/izin pengadilan bagi mereka yang akan kawin 
di bawah umur 21 tahun, terutama jika orang tua dari calon 
mempelai sudah wafat dan lain sebagainya. 
d. Adanya izin Pengadilan bagi calon suami yang telah beristri. 
e. Dispensasi Pengadilan/pejabat, bagi calon mempelai yang 
umurnya dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 
f. Surat keterangan kematian/ surat cerai terdahulu untuk 
perkawinan selanjutnya. 
g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab 
bagi calon mempelai dari ABRI. 
h. Surat Kuasa yang disahkan Pegawai Pencatat untuk perkawinan 
dimana calon mempelai/keduanya mewakilkan kepada orang lain 
karena alasan penting tidak dapat hadir. 
 
Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan 
serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat 
menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat 
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pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor 
Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan 
dan mudah dibaca oleh umum. 
Pengumuman tersebut ditandatangani Pegawai Pencatat yang 
memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat 
kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai 
apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan 
nama suami/istri mereka terdahulu. Selanjutnya disebutkan hari, 
tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. 
Dalam prakteknya bagi umat Islam ketentuan di atas tidak 
dilakukan, cukup asal saja kedua calon mempelai dan keluarganya 
sudah diketahui keadaannya.31 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Ingkar Janji 
1. Pengertian Ingkar Janji 
Belum ada teori yang secara pasti memberikan definisi mengenai 
ingkar janji, oleh karena itu penulis akan mencoba memberikan 
pengertian dari arti kata per kata. Secara harfiah, ingkar janji berasal 
dari dua buah kata yaitu ingkar dan janji. Definisi kata ingkar menurut 
Kamus Bahasa Besar Indonesia yaitu:32 
- menyangkal; tidak membenarkan; tidak mengakui; mungkir; 
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- tidak menepati, 
- tidak mau; tidak menurut. 
Kemudian definisi kata janji yaitu:33 
- pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk 
berbuat; 
- persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan 
dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu); 
- syarat (ketentuan yang harus dipenuhi). 
Dari kedua definisi kata tersebut maka menurut hemat penulis dapat 
disimpulkan bahwa pengertian ingkar janji adalah penyangkalan atau 
tidak ditepatinya pernyataan kesediaan/kesanggupan atau persetujuan 
semula yang ada di antara dua pihak.  
 
2. Pengertian Wanprestasi 
Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat 
membuat suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan di antara pihak-
pihak yang membuat perjanjian tersebut. Didalam perjanjian selalu ada 
dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakaan suatu 
prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. 
Prestasi ialah objek dalam perikatan dimana, prestasi dalam 
perikatan, yaitu:34 
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34 Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Aceh: Unimal Press, 2012, hlm. 3  
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a. Untuk memberikan sesuatu, 
b. Untuk berbuat sesuatu, 
c. Untuk tidak berbuat sesuatu. 
 
Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah 
dibuat, terkadang ada salah satu pihak yang lalai melaksanakan 
kewajibannya sehingga tidak sesuai sebagaimana yang telah 
diperjanjikan, hal ini disebut wanprestasi. 
Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, “wanprestatie” 
yang berarti prestasi buruk/cidera janji. Dalam Bahasa Inggris, 
wanprestasi disebut breach of contract, yang bermakna tidak 
dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan 
oleh kontrak.35 
Secara etimologi, wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang 
dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat 
memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, 
sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi 
terhadapnya terlebih dahulu.36 
Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah 
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak 
menurut selayaknya. Seorang debitor dikatakan berada dalam keadaan 
wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak 
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telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau 
dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau 
sepatutnya.37 
Kemudian menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, wanprestasi 
adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutangan yang terdiri dari 
dua macam sifat yaitu pertama, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih 
dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kedua, terdapat hal-hal yang 
prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.38 
Dari definisi di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang 
dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau 
kelalaian si debitor yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi 
prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu perjanjian dengan 
kreditor.39 Tidak dipenuhnya prestasi itu ada beberapa kemungkinan 
alasannya, yaitu:40 
a) Kesalahan debitor yang disebabkan karena kesengajaan atau 
kelalaian; 
b) Keadaan memaksa (overmacht atau force majeur); 
c) Karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa 
mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada 
waktu membuat perikatan. 
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Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Ada empat keadaan 
wanprestasi:41 
a) Tidak memenuhi prestasi 
b) Terlambat memenuhi prestasi 
c) Memenuhi prestasi secara tidak baik (tidak sesuai) 
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. 
Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitor baik sengaja 
maupun karena kelalaian, seorang debitor dianggap telah wanprestasi, 
jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi telah 
ditentukan, maka debitor berada dalam keadaan wanprestasi setelah 
lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian 
berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, masih memerlukan teguran dari 
pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitor dalam keadaan 
wanprestasi. 
Jika tenggang waktu pelaksanaan prestasi tidak ditentukan, maka 
dalam hal ini debitor perlu diperingatkan/ditegur terlebih dulu. Teguran 
dapat berupa: 
- Secara tertulis pribadi, disebut dengan istilah in-gebreke stelling 
- Secara tertulis melalui Pengadilan (somasi). 
                                                          
41 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan,  
 Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlm. 99-100 
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Teguran secara tertulis melalui Pengadilan ini sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 1238 KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi, 
karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh 
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Oleh karena itu 
menurut Subekti, cukup ditegur saja secara pribadi baik lisan atau 
secara tertulis.42 
 
3. Akibat Wanprestasi 
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya 
hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak 
yang melakukan wanprestasi. Hak kreditor tersebut dapat secara 
mandiri diajukan ataupun dikombinasikan dengan gugatan lain, yaitu 
meliputi:43 
1) Pemenuhan (nakoming); atau 
2) Ganti rugi (vervangende vergonding; schadeloosstelling); 
3) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (ontbinding); 
4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (nanokoming en 
anvullend vergoeding); atau 
5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (ontbinding en 
anvulled vergoeding). 
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Dengan adanya ketentuan tersebut, sehingga oleh hukum 
diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena 
wanprestasi tersebut. Wanprestasi memiliki akibat hukum sebagai 
berikut.44 
1) Debitor diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdata) 
2) Kreditor dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan 
(Pasal 1266 KUHPerdata) 
3) Kreditor dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan 
perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti 
rugi (Pasal 1267 KUHPerdata). 
 
4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi 
Ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi 
untuk memberikan penggantian atas kerugian yang telah 
ditimbulkannya.45  
Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang 
prestasinya bersifat subsidair. Artinya apabila pemenuhan prestasi 
tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti 
rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditor.46 
Ganti rugi disini meliputi ganti rugi pengganti (vergande vergoeding) 
dan ganti rugi pelengkap (aanvullend vergoeding). Ganti rugi pengganti 
                                                          
44 Ibid, hlm. 101 
45 Nanda Amalia, Op.Cit., hlm. 10 
46 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 261 
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merupakan ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang 
seharusnya menjadi hak kreditor, meliputi seluruh kerugian yang 
diderita sebagai akibat wanprestasi debitor. Sedangkan ganti rugi 
pelengkap sebagai akibat terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi 
debitor sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan 
kontrak. Ganti rugi secara implisit diatur dalam Pasal 1239 
KUHPerdata; 
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat 
sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, 
mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan 
penggantian biaya, rugi, dan bunga”. 
 
Dari pasal di atas dapat kita ketahui komponen-komponen ganti rugi 
adalah:47 
1) Biaya, meliputi segala biaya (cost) yang telah dikeluarkan oleh pihak 
yang dirugikan sehubungan dengan kontrak, misalnya akomodasi, 
biaya notaris. 
2) Rugi, pengertian rugi di sini adalah dalam arti sempit yaitu 
berkurangnya nilai kekayaan dari pihak yang dirugikan karena 
adanya wanpretasi dari pihak lainnya. 
3) Bunga, adalah dimaksudkan sebagai kekurangan yang seharusnya 
diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena 
adanya wanprestasi debitor. 
 
                                                          
47 Ibid, hlm. 11 
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Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata mengatur 
ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor dalam hal 
debitor wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi 
terdiri dari:48 
1) Kerugian yang senyata-nyata diderita (biaya-biaya yang 
sesungguhnya telah dikeluarkan). 
2) Bunga dan keuntungan yang diharapkan. 
 
Ada berbagai kemungkinan yang bisa dituntut terhadap debitor yang 
lalai:49 
a. Kreditor dapat meminta pelaksanaan kontrak, meskipun 
pelaksanaan ini sudah terlambat. 
b. Kreditor dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian 
yang dideritanya, karena kontrak tidak atau terlambat dilaksanakan 
tetapi sebagaimana semestinya. 
c. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan kontrak disertai dengan 
penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat 
terlambatnya pelaksanaan kontrak. 
d. Dalam hal suatu kontrak yang meletakkan kewajiban timbal balik, 
namun karena kelalaian satu pihak, pihak yang lain dapat meminta 
kepada hakim supaya kontrak dibatalkan. 
                                                          
48 Djaja S. Meliala, Op.Cit., hlm. 101 
49 Lukman Santoso Az, Op.Cit., hlm. 76 
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e. Dalam hal suatu kontrak yang meletakkan kewajiban timbal balik, 
kelalaian satu pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya 
kontrak dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian 
kerugian (Pasal 1266 KUHPerdata). 
 
5. Pengertian Janji Untuk Menikahi 
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
dikenal istilah perjanjian kawin, namun perjanjian kawin ini memiliki 
pengertian yang berbeda dengan janji untuk kawin yang penulis 
maksud. 
Perjanjian kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan diatur pada Pasal 29. Dalam pasal ini perjanjian kawin 
adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri 
sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur 
akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka,50 
sedangkan janji untuk kawin atau janji untuk menikahi yang penulis 
maksud ialah janji untuk mengikatkan diri kepada seseorang dengan 
cara mengawini atau menikahinya. 
Perjanjian kawin dibuat secara tertulis sedangkan janji untuk 
menikahi biasanya hanya disampaikan secara lisan. Pada dasarnya 
janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh 
                                                          
50 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, 
    Surabaya: Airlangga University Press, 2002, hlm. 57 
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karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula 
mengharapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan. Kalau toh 
harus diputuskan atau terpaksa diputus, ada sebab-musababnya yang 
dapat diterima oleh akal.51  
Begitu pula janji untuk menikahi, semua orang yang dijanji untuk 
dinikahi mengharapkan bahwa janji itu nantinya akan ditepati. Apalagi 
jika janji tersebut sudah diketahui banyak pihak dan telah melibatkan 
keluarga.   
 
6. Pengertian Ingkar Janji Untuk Menikahi 
Ingkar janji dalam tulisan ini ada kaitannya dengan janji kawin yang 
dimaksud dalam Pasal 58 KUHPerdata. Namun demikian, tidak ada 
ketentuan dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan yang membahas mengenai pengertian 
ingkar janji untuk menikahi. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian 
ingkar janji yang dikemukakan sebelumnya, penulis berkesimpulan 
bahwa pengertian ingkar janji untuk menikahi ialah penyangkalan atau 
tidak ditepatinya pernyataan kesediaan/kesanggupan atau persetujuan 
di antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri dengan resmi 
(menikah). Pernikahan biasa juga disebut dengan perkawinan, 
sehingga pernikahan ialah tunduk pada undang-undang perkawinan.  
                                                          
51 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 4-5  
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Dalam masyarakat indonesia dikenal istilah pelamaran atau 
pertunangan yang mana dalam proses itu terjadi sebuah kesepakatan 
untuk terikat dalam perjanjian untuk menikah dengan pihak yang 
bersangkutan. Namun tak jarang juga terjadi pengingkaran setelah 
proses lamaran ini.  Jika ingkar janji ini berasal dari kedua belah pihak 
maka tentu telah terjadi kesepakatan untuk membatalkan janji nikah 
tersebut dan karenanya tidak menimbulkan permasalahan kecuali jika 
melibatkan pihak lain.  
Namun yang menjadi masalah jika ingkar janji untuk menikahi ini 
dilakukan sepihak. Janji untuk menikahi yang hanya sebatas lisan akan 
sulit dituntut pertanggungjawabannya sehingga cenderung terjadi 
pengingkaran oleh salah satu pihak, yang tentu akan merugikan pihak 
yang lain. Janji-janji untuk menikahi atau mengawini seperti ini biasanya 
dilontarkan di antara pasangan yang sedang berpacaran. 
Faktor lain yang juga menjadi hambatan jika ingin menuntut ingkar 
janji untuk menikahi ialah dikarenakan tidak diaturnya mengenai ingkar 
janji untuk menikahi dalam undang-undang perkawinan.  
 
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum 
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum 
 Perbuatan melanggar hukum di sini dimaksudkan sebagai perbuatan 
melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan 
perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan 
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istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan 
hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan 
melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan 
“onrechtmatige overheidsdaad” juga memiliki arti, konotasi dan 
pengaturan hukum yang juga berbeda.52 
Ada juga yang mengartikan perbuatan melanggar hukum sebagai 
suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk 
mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan 
tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, 
dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu 
gugatan yang tepat.53 
Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan 
melanggar hukum adalah sebagai berikut:54 
1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari 
kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontractual yang 
menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi. 
2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu 
hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, 
baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga 
merupakan suatu kecelakaan. 
                                                          
52 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2013, hlm. 1 
53 Ibid, hlm. 3 
54 Ibid, hlm. 3 
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3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum 
kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, 
dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat 
dimintakan suatu ganti rugi. 
4) Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti 
kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi 
terhadap suatu kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, 
ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.   
5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap 
kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang 
merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak 
terbit dari hubungan kontraktual. 
6) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara 
bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang dapat 
diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut 
oleh pihak yang dirugikan. 
7) Perbuatan melanggar hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia 
bukan suatu fisika atau matematika. 
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan 
perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum 
yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah 
menimbulkan kerugian bagi orang lain.55  
                                                          
55 Ibid, hlm. 3 
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Semula pengertian melanggar hukum hanya diartikan secara sempit 
yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, 
kemudian Hoge Raad (1919) dalam kasus yang terkenal yaitu 
“Lindenbaum melawan Cohen” memperluas pengertian melanggar 
hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-
undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, 
kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga 
masyarakat dan terhadap benda orang lain.56 Dengan demikian sejak 
tahun 1919, tindakan onrechtmatige daad tidak lagi dimaksudkan 
hanya sebagai onwetmatige daad saja. 
Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di 
Indonesia, perbuatan melanggar hukum telah diartikan secara luas, 
yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:57 
1) Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain 
Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op 
eens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang 
oleh Pasal 1356 KUHPerdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut 
adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut ini: 
- Hak-hak Pribadi (persoonlijkheidsrechten) 
- Hak-hak Kekayaan (vermogensrecht) 
                                                          
56 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 121  
57 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 6-9 
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- Hak atas Kebebasan 
- Hak atas Kehormatan dan Nama Baik. 
2) Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri 
Juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melanggar hukum jika 
perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (recht-
splicht) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” (recht-
splicht) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang 
diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis 
maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan 
dengan hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan juga bertentangan 
dengan hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht). 
Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melanggar 
hukum adalah onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad. 
3) Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan 
Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah 
diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan 
melanggar hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan 
melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, 
maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti 
rugi berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 
KUHPerdata). Dalam putusan terkenal  vs. Cohen (1919), Hoge 
Raad menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia 
perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan 
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kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan 
melanggar hukum. 
4) Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan 
dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik  
Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan 
dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan 
istilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan 
melanggar hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang 
merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari 
hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan 
melanggar hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan 
dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan 
masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak 
tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. 
 
2. Unsur- Unsur Perbuatan Melanggar Hukum 
Disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan 
yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari rumusan ini 
dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, 
mempunyai unsur-unsur:58 
                                                          
58 Lukman Santoso Az, Op.Cit., hlm. 80 
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a. Ada perbuatan melanggar hukum. 
b. Ada kesalahan. 
c. Ada kerugian. 
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan. 
 
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berikut 
penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melanggar 
hukum tersebut:59 
a. Adanya Suatu Perbuatan 
Suatu Perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu perbuatan 
dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan 
perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti 
aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak 
berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk 
membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku 
(karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena 
itu, terhadap perbuatan melanggar hukum, tidak ada unsur 
“persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa 
yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. 
b. Perbuatan Tersebut Melanggar Hukum 
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melanggar hukum. 
Sejak tahun 1919, unsur melanggar hukum ini diartikan dalam arti 
yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: 
                                                          
59 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 10-14 
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1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. 
2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau 
3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si 
pelaku, atau 
4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede 
zeden), atau 
5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 
bermasyarakat untuk memperhatiakn kepentingan orang lain 
(indruist tegan de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk 
verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed). 
c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku 
Apabila seseorang harus bertanggungjawab berdasarkan perbuatan 
melanggar hukum, maka orang itu haruslah bersalah (liability based 
on fault).60 Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang 
Perbuatan Melanggar Hukum tersebut, maka undang-undang dan 
yurisprudensi menyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung 
unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan 
tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) 
tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 
KUHPerdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung 
jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut tidaklah 
                                                          
60 Djaja S. Meliala, Op.Cit., hlm. 112 
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didasari atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada 
undang-undang lain. 
Karena Pasal 1365 KUHPerdata menyaratkan adanya unsur 
“kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melanggar hukum, 
maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan 
tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur 
kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara 
hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Ada unsur kesengajaan, atau 
2) Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan 
3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf 
(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela 
diri, tidak waras, dan lain-lain. 
Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan 
melanggar hukum, baik kesalahan dalam arti ”kesalahan hukum” 
maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan 
kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan 
sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu 
pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal 
dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang 
normal dan wajar” (reasonable man). 
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d. Adanya Kerugian Bagi Korban 
Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar 
gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. 
Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal 
kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melanggar 
hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui 
konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan  uang. 
e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian 
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan yang 
terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar 
hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori yaitu teori 
hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. 
Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah 
merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah 
terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian 
dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian 
(hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam 
hukum tentang perbuatan melanggar hukum, sebab akibat jenis ini 
sering disebut dengan hukum mengenai “but fot” atau “sine qua non”. 
Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang 
sangat mendukung ajaran akibat faktual ini. 
Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya eleman 
kepastian hukum dan hukumyang lebih adil, maka diciptakanlah 
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konsep “sebab kira-kira” (proximate cause). Proximate cause 
merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak 
pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melanggar 
hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga 
dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan 
lainnya. 
 
3. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melanggar Hukum 
Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan 
melanggar hukum, dapat berupa penggantian kerugian materil dan 
immateril. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung 
dengan uang, atau disetarakan dengan uang di samping adanya 
tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah 
mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan 
melanggar hukum pelaku.61 
Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, 
secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian 
dalam hal terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum bersifat wajib. 
Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim 
seringkali secara ex-officio menetapkan penggantian kerugian 
meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan. 
                                                          
61 Lukman Santoso Az, Op.Cit., hlm. 81 
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Secara teoritis, kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan 
melanggar hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kerugian 
yang bersifat aktual (actual loss) dan kerugian yang akan datang. 
Dikatakan kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah 
dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materil dan immateril. 
Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai 
akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku, 
sedangkan kerugian yang bersifat di masa mendatang adalah kerugian-
kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul di masa mendatang 
akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Kerugian 
ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui 
pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. 
Ganti kerugian di masa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada 
kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan di masa mendatang dan 
akan terjadi secara nyata.62 
Selain dua bagian itu, terdapat juga ganti rugi yang berhubungan 
dengan tekanan mental, dimana ganti rugi yang berhubungan dengan 
mental (mental disturbance) merupakan ganti rugi yang biasanya 
berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari 
perbuatan melanggar hukum disebabkan korban telah menderita 
tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut 
dengan istilah ganti rugi “immateril”. Ganti immateril ini merupakan 
                                                          
62 Ibid, hlm. 81 
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pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan 
secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi 
juga dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah “wajar”. 
Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak 
hal, antara lain sebagai berikut:63 
- Beratnya beban mental yang dipikul korban. 
- Status dan kedudukan korban. 
- Situasi dan kondisi dimana perbuatan melwan hukum terjadi. 
- Situasi dan mental dari korban. 
- Situasi dan mental dari pelaku. 
- Latar belakang dilakukannya perbuatan melanggar hukum. 
- Jenis perbuatan melanggar hukum, yakni apakah kesengajaan, 
kelalaian, atau tanggung jawab mutlak. 
Di samping itu, ganti rugi immateril ini hanya dapat dibebankan 
terhadap kerugian karena perbuatan melanggar hukum dan tidak layak 
diterapkan atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi kontrak. 
Contoh-contoh dari tekanan mental karena perbuatan melanggar 
hukum adalah: 
- Rasa sakit. 
- Rasa malu. 
- Tekanan jiwa/stress. 
- Jatuh nama baik. 
                                                          
63 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 142-143 
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- Rasa takut yang berlebihan. 
- Dan lain-lain.64 
Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum yang 
dikenal hukum adalah sebagai berikut:65 
1) Ganti Rugi Nominal 
Jika adanya perbuatan melanggar hukum yang serius, seperti 
perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak 
menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban 
dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan 
tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang 
disebut dengan ganti rugi nominal. 
2) Ganti Rugi Kompensasi 
Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) merupakan ganti 
rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar 
kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari 
suatu perbuatan melanggar hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini 
disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas 
segala biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/gaji, 
sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, 
malu, jatuh nama baik, dan lain-lain. 
 
                                                          
64 Ibid, hlm. 143 
65 Ibid, hlm. 134-135 
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3) Ganti Rugi Penghukuman  
Ganti rugi penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti 
rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang 
sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan 
sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak 
diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau 
sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas 
seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memeroleh bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan 
dalam penulisan ini maka penulis melakukan penelitian yang terkait 
dengan ingkar janji untuk menikahi sebagai perbuatan wanprestasi 
yang ada di Makassar, dimana data tersebut diambil dari Pengadilan 
Negeri Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam 
penulisan ini terbagi atas 2 (dua), yakni: 
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum dan informasi yang 
penulis peroleh di lapangan dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks  
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum dan informasi yang 
penulis peroleh secara tidak langsung, seperti bahan hukum dan 
informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat 
penelitian, buku-buku, media elektronik, karya ilmiah dan dokumen 
yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan kasus (case approach), sehingga dalam teknik 
pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua metode 
penelitian yaitu: 
1. Wawancara (interview), yaitu mengumpulkan bahan hukum secara 
langsung melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang 
telah disiapkan untuk memeroleh informasi yang diperlukan. 
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara kepada 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar.  
2. Penelitian Kepustakaan (library research), dalam melakukan 
penelitan kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan artikel-artikel 
dalam berbagai media elektronik yang dianggap relevan dengan 
materi yang dibahas. 
 
D. Analisis Bahan Hukum 
Semua bahan hukum yang dikumpulkan baik bahan hukum primer 
maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif, yang 
berkaitan dengan kenyataan sebagai gejala bahan hukum primer yang 
dihubungkan dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menguraikan serta 
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menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 
penulisan ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil 
kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pertimbangan Hakim Mengategorikan Perbuatan Membatalkan 
Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Wanprestasi 
 
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau 
hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-
masing pihak yang membuat perjanjian.66  
Setiap perjanjian memiliki prestasi yang harus dipenuhi, oleh 
karena itu setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula 
mengharapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan. Kalau pun 
harus putus atau terpaksa diputus haruslah dengan sebab-sebab yang 
dapat diterima oleh akal. 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya 
mengenal perjanjian kawin yang pengertiannya sangatlah berbeda 
dengan janji untuk menikahi. Jika janji kawin dalam Pasal 29 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang 
akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, janji untuk 
menikahi ialah janji untuk mengikatkan diri kepada seseorang dengan 
cara menikahinya.  
                                                          
66 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Sumur, 1991, hlm. 92 
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Janji untuk menikahi merupakan tanda sepakat antara seorang pria 
dengan seorang wanita untuk bersedia menikahi satu sama lain. Janji 
untuk menikahi tersebut biasanya disertai dengan barang-barang 
sebagai tanda ikat janji atau dengan melakukan suatu upacara 
(adat/agama) tertentu. Masyarakat umumnya mengenalnya dengan 
istilah pertunangan atau pelamaran.67  
Pelamaran ini merupakan pola yang umum dilakukan oleh 
masyarakat yang tujuannya untuk memperkenalkan antara keluarga 
calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita. Pada 
umumnya, pihak yang mengajukan lamaran adalah pihak (keluarga) laki-
laki, yang biasanya adalah orang tuanya sendiri atau oleh orang lain 
sebagai utusan. 
Dalam janji untuk menikahi ini tidak terdapat syarat-syarat untuk 
menentukan keabsahannya, demikian juga akibat yang timbul apabila 
salah satu pihak membatalkan janji kawin. Namun, pada Pasal 58 
KUHPerdata diatur bahwa: 
“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim 
akan berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk 
menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak 
dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini 
adalah batal. 
Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu 
pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut 
penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian 
yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai 
akibat dan penolakan pihak yang lain. Dalam pada itu tidak boleh 
diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. 
                                                          
67 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 223 
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Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas 
bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan.” 
 
Demikian hal mengenai pertunangan atau pengikatan janji untuk 
menikahi tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. Oleh karena itu tidak terdapat syarat ketentuan untuk janji 
untuk menikahi, melainkan yang ada adalah syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika syarat-
syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat 
dibatalkan sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. 
Meskipun begitu dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan diatur mengenai syarat-syarat perkawinan yang 
salah satunya yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan 
perkawinan yang mana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang No.1 Tahun 1974. Kesepakatan tersebut yang kemudian 
menjadi faktor kesamaan pada unsur perjanjian pada umumnya. 
Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan ditetapkan bahwa:  
“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat 
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan 
hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah 
pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan 
dari pihak manapun”. 
 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang 
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menghendaki adanya suatu 
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kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan dengan kemauannya sendiri tanpa ada 
paksaan dari pihak manapun. Hal ini merupakan syarat materil yang 
harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan. Namun, terlihat dari 
penjelasan di atas tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai akibat hukum 
dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut. 
Berdasarkan uraian mengenai janji untuk menikahi di atas, terlihat 
bahwa Undang-Undang Perkawinan yang sekarang berlaku di Indonesia 
hanya mengatur mengenai syarat dan akibat yang timbul dari 
perkawinan, sedangkan hal-hal teknis mengenai proses yang harus 
dilewati sebelum sampai pada tahap pernikahan sama sekali tidak diatur. 
Peraturan mengenai janji yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
untuk melaksanakan perkawinan sangat kurang dan tidak diberikan 
penjelasan lebih lanjut mengenai akibat hukumnya. Padahal bisa saja 
terjadi ingkar janji untuk menikahi yang kemudian merugikan pihak yang 
diingkarinya. Contohnya seperti kasus yang penulis teliti ini, faktanya ada 
pengingkaran yang terjadi pada janji untuk menikahi. Untuk lebih 
jelasnya sebagai berikut: 
1. Identitas Para Pihak 
Penggugat : 
LMB, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kompleks Puri Yuhana 
Permai, Jalan Yuhana II No. 2 Makassar. 
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Tergugat : 
I. DAW, pekerjaan dokter, dahulu bertempat tinggal di Kompleks 
Telkomas Makassar, Jalan Satelit II No. 49 Makassar, sekarang 
tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;   
II. CUT, bertempat tinggal di Kompleks Telkomas Makassar, Jalan 
Satelit II No. 49 Makassar. 
 
2. Posisi Kasus  
Penggugat dan Tergugat I menjalin hubungan pacaran yang telah 
berjalan secara normal dan baik-baik saja, sehingga dari hubungan 
pacaran tersebut Penggugat melihat bahwa Tergugat I serius dan mau 
menikah dengan Penggugat, lalu di bulan Juni 2013 Tergugat I 
menyuruh Penggugat menabung untuk ikut membiayai biaya 
pernikahan Penggugat dan Tergugat I. Berangkat dari masa pacaran, 
maka Penggugat dan Tergugat I mengambil suatu kesepakatan untuk 
melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2014.  
Atas dasar kesepakatan tersebut maka keluarga Tergugat I resmi 
melakukan acara pelamaran, yaitu suatu acara atau ritus yang harus 
dilakukan oleh pihak laki-laki bila ingin mengawini seorang perempuan 
menurut adat masyarakat Toraja, pada tanggal 17 Oktober 2013 
dirumah Penggugat yaitu di Jalan Yuhana II No. 2 Kompleks Puri 
Yuhana Permai Makassar.  
Setelah acara lamaran selanjutnya dibentuk suatu panitia dari 
keluarga Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II (karena Tergugat 
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II adalah ayah Tergugat I), yang kemudian panitia-panitia ini 
mengadakan rapat kerja pada tanggal 19 Januari 2014. Singkatnya 
bahwa untuk melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan 
Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2014, panitia telah bekerja secara 
maksimal dan seluruh keperluan serta kebutuhan telah disiapkan 
seperti: 
- Undangan sudah beredar 
- Pembayaran DP gedung tempat resepsi pernikahan yang disepakati 
di Sandeq Ballroom Grand Clarion Hotel & Convention, Jalan A.P. 
Pettarani No. 3 Makassar 
- Cincin Pengantin 
- Jas Pengantin Pria 
- Pakaian Pengantin 
- Jas orang tua pengantin 
- Seluruh keperluan administrasi yang diperlukan juga telah disiapkan 
- Souvenir 
Setelah semua rencana berjalan dengan baik atas kerja panitia untuk 
menuju ke hari yang ditentukan yaitu tanggal 22 Februari 2014, maka 
alangkah terkejutnya Penggugat bersama kedua orang tua maupun 
keluarga karena Tergugat I tiba-tiba mengambil suatu keputusan 
untuk membatalkan rencana pernikahan yang sudah disiapkan sesuai 
rencana, yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2014 
tanpa sebab yang masuk akal. Setelah itu Tergugat II yaitu ayah dari 
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Tergugat I lalu mengambil tindakan untuk membatalkan Salon yang 
sudah dipesan dan menghubungi pihak Gereja untuk memberitahukan 
agar rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat I dibatalkan. 
Tergugat sendiri mengambil tindakan membatalkan gedung (Clarion 
Hotel Makassar).   
Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang membatalkan rencana 
pernikahan pada tanggal 22 Februari 2014, menimbulkan 
konsekuensi hukum dari pihak ketiga yang merasa dirugikan yaitu 
dalam hal ini pemilik Clarion Hotel Makassar dan pemilik Salon yang 
harus dipertanggungjawabkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II.  
Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membatalkan 
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I adalah perbuatan 
wanprestasi yang menimbulkan kerugian materil maupun immateril 
yang tidak sedikit yang dialami oleh Penggugat sebab Penggugat 
adalah seorang dokter yang dikenal luas dan berasal dari status sosial 
yang mempunyai derajat yang tinggi dalam pergaulan masyarakat 
Toraja. 
Berdasarkan fakta yang mengungkap adanya tindakan wanprestasi 
dari Tergugat I dan Tergugat II yang membatalkan rencana 
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 22 
Februari 2014 maka Penggugat dalam hal ini tentunya mengalami 
kerugian baik secara materil dan immateril, oleh karena itu telah 
beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk Tergugat I dan 
67 
 
Tergugat II membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada 
Penggugat berupa: 
a. Ganti rugi atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat 
dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya menuju 
pernikahan tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 92.054.000,- 
b. Ganti rugi immateril akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan 
oleh Tergugat I & II yang membatalkan secara sepihak rencana 
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp. 
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena Penggugat telah 
dipermalukan, Penggugat mendapat respon negatif dari pergaulan 
sosial, penggugat tidak tentram bahwan mengalami tekanan secara 
psikis. 
Adapun isi gugatan tersebut pada intinya memohon kepada 
Pengadilan Negeri Makassar untuk: 
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya 
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah maupun 
rumah diatasnya milik Tergugat II No. 49 Kompleks Telkomas 
Makassar 
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang 
membatalkan pernikahan yang telah disepakati oleh Penggugat 
tanggal 22 Februari 2014 adalah perbuatan wanprestasi 
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- Menyatakan bahwa segala tuntutan hukum dari pihak-pihak yang 
merasa dirugikan dalam hal ini pemilk Clarion Hotel Makassar dan 
pemilik salon adalah tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II 
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi 
secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, berupa: 
1. Ganti rugi atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat 
dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya menuju 
pernikahan tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 92.054.000,- 
2. Ganti rugi immateril akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan 
oleh Tergugat I & II yang membatalkan secara sepihak rencana 
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp. 
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena Penggugat telah 
dipermalukan, Penggugat mendapat respon negatif dari 
pergaulan sosial, penggugat tidak tentram bahwan mengalami 
tekanan secara psikis. 
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang 
timbul dalam perkara ini. 
 
Terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan 
jawaban dan gugatan rekovensi yang pada pokoknya sebagai berikut: 
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 
(nietonvankelijkeverklaard). 
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Adapun duduk perkara gugatan rekonvensi yaitu: 
Pada awalnya sekitar bulan Januari 2013 orang tua Penggugat  
mendatangi orang tua Tergugat I dengan maksud untuk memperbaiki 
kembali hubungan Tergugat I dengan Penggugat yang sempat  
terputus dalam perkenalan pertama, yang kemudia diterima baik oleh 
Tergugat I sehingga keduanya menjalin kasih kembali. Kemudian dalam 
masa pacaran tersebut Tergugat I dan Pengugat sepakat untuk 
melanjutkan hubungan mereka pada pernikahan yang kudus, dan 
berencana akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Februari 
2014. 
Pada tanggal 30 Januari 2014 saat orang tua dan keluarga Tergugat 
I dan orang tua Penggugat pergi ke Clarion untuk melakukan pemilihan 
menu dan setting ruangan, maka terjadilah kesalahpahaman dan 
ketidakharmonisan antara orang tua dan keluarga Tergugat dan 
Penggugat yang tentunya sangat mengganjal dan tidak dapat 
disepelekan. Melihat kondisi dan keadaan tersebut, Tergugat I 
berkesimpulan untuk menunda pelaksanaan perkawinan tersebut 
sampai hubungan kedua orang tua dan keluarga kedua belah pihak 
rukun dan harmonis seperti semula. Ternyata keputusan Tergugat I 
menunda pelaksanaan pernikahan tersebut ditanggapi lain oleh 
Penggugat dimana dianggap membatalkan pernikahan tersebut, 
sehingga atas kondisi tersebut kemudian pada tanggal 5 Februari 2014, 
pihak Penggugat mengadakan pertemuan yang telah disepakati hanya 
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untuk keluarga inti saja dan penasehat agar persoalan yang terjadi dapat 
dijernihkan dan diselesaikan dengan baik-baik, akan tetapi Penggugat 
tetap memaksakan untuk menghadirkan seluruh keluarganya, maka 
terjadilah pertemuan yang hanya dihadiri oleh 4 orang wakil dari 
Tergugat I yang juga merupakan panitia perkawinan tersebut. Demikian 
dalam pertemuan tersebut bukannya musyawarah untuk menjernihkan 
persoalan yang terjadi, tetapi yang ada hanyalah caci maki, fitnah, 
penghinaan, dan ancaman-ancaman yang ditujukan kepada Tergugat I 
dan II, sehingga pertemuan tersebut bukan menyelesaikan persolan, 
tetapi justru memperkeruh persoalan. Lalu atas inisiatif ketua panitia dan 
wakil ketua panitia perkawinan, diadakan pertemuan pada tanggal 20 
Februari 2014 khusus untuk orang tua kedua belah pihak, juga Tergugat 
I dan Penggugat, yang sedianya akan dilaksanakan di hotel Horison, 
dimana maksud panitia tersebut disetujui dan diterima baik oleh Tergugat 
I dan II, akan tetapi oleh orang tua Penggugat ditolak dan sudah tidak 
mau melakukan pertemuan lagi. 
Penggugat dalam hal ini bukannya berusaha memperbaiki konflik dan 
ketidakharmonisan keluarga, yang ada Penggugat melalui jejaring sosial 
facebook memojokkan, melecehkan, dan menghina privasi Tergugat I 
dan II, namun demikian para Tergugat tetap sabar dan tegar serta tetap 
membuka diri untuk memperbaiki ketidakharmonisan keluarga tersebut 
agar rencana pernikahan yang telah ditunda Tergugat I tetap dapat 
dilaksanakan dengan baik. Tergugat II juga telah berusaha semaksimal 
71 
 
mungkin melalui keluarga-keluarga untuk menghubungi orang tua 
Penggugat, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan 
Negeri Makassar. Demikian dalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri 
Makassar, Tergugat II tetap membuka diri untuk rekonsiliasi sehingga 
apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, akan 
tetapi orang tua Penggugat menegaskan sudah tidak mau lagi 
melanjutkan pernikahan tersebut atau dengan kata lain membatalkan 
pernikahan tersebut. Jelas bahwa tindakan Penggugat dan orang tuanya 
yang sudah tidak mau melanjutkan lagi pernikahan atau dengan kata lain 
membatalkan pernikahan yang ditunda oleh Tergugat I tersebut dan 
justru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar adalah 
perbuatan yang tidak patut dan melanggar hukum yang menimbulkan 
kerugian bagi Tergugat I dan II baik kerugian materiil maupun immateril.  
 
Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 22 Desember 
2014 No. 82/Pdt.G/2014/ PN.Mks : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang 
membatalkan pernikahan yang telah disepakati oleh Penggugat pada 
tanggal 22 Februari 2014 adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi); 
3. Menyatakan bahwa segala tuntutan hukumdari pihak yang meras 
dirugikan dalam hal ini pemilik Clarion Hotel Makassar dan Salon 
adalah tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II; 
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4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi 
secara tunai dan sekligus kepada Penggugat, berupa: 
a. Ganti rugi atas seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh 
Penggugat dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya 
menuju pernikahan tanggal 22 Februari 2014 yang secara nyata 
dikeluarkan berdasarkan nota-nota sebesar Rp. 35.070.000,- 
(tiga pulu lima juta tujuh puluh ribu rupiah); 
b. Ganti rugi immateril akibat perbuatan wanprestasi yang 
dilakukan oleh Tergugat I yang membatalkan secara sepihak 
rencana pernikahan penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya; 
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya 
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 931.000,- (sembilan 
ratus tiga puluh satu ribu rupiah). 
 
3. Pertimbangan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini memutuskan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan 
pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
- Yang diangkat menjadi alasan pokok dalam gugatan Penggugat yaitu 
tehadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membatalkan 
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I oleh Pengugat dianggap 
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wanprestasi yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang 
dialami oleh Penggugat baik materil maupun immateril; 
- Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya 
tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti 
fakta-fakta sebagai berikut; 
a. Bahwa benar antara Tergugat I dan Penggugat telah terjalin 
hubungan pacaran, 
b. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan pelamaran kepada 
Penggugat untuk melangsungkan pernikahannya pada tanggal 22 
Februari 2014, yang dihadiri oleh orang tua dan keluarga dari 
masing-masing calon mempelai, 
c. Bahwa benar setelah lamaran selanjutnya dibentuk suatu panitia 
dari keluarga Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang 
kemudian melakukan persiapan-persiapan untuk keperluan dan 
kebutuhan dalam rangka melangsungkan pernikahan antara 
Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2014; 
- Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua 
belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai 
berikut: 
a. Bahwa tindakan Tergugat I yang membatalkan pernikahan yang 
telah disepakati oleh Penggugat pada tanggal 22 Februari 2014 
kemudian dibatalkan atau ditunda oleh Tergugat I dan II adalah 
perbuatan wanprestasi (cidera janji), karena penundaan yang 
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dilakukan oleh Tergugat I dan II tanpa menyebutkan tanggal 
penundaannya; 
b. Bahwa alasan Tergugat I melakukan penundaan dengan tanpa 
adanya konfirmasi dengan pihak Penggugat, karena semata-mata 
tidak mau menyepelekan tetapi masalah orang tuanya dengan 
keluarga calon mempelai wanita adanya selisih paham; 
- Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat I tersebut tentunya sangat 
disayangkan sebagai kawula muda yang semestinya konsisten 
dengan kesepakatan yang telah diperbuatnya sendiri bersama 
Penggugat dan menentukan menentukan tanggal perkawinannya 
namun tiba-tiba dibatalkan, sedangkan persiapan sudah matang dan 
semestinya sebagai pemuda pemudi yang sudah mengikat cinta 
haruslah ditaati perjanjian yang dibuatnya. Jika ada masalah orang 
tua/keluarganya justru itu merupakan tantangan untuk 
kesinambungan hubungannya dengan penggugat, dengan kata lain 
justru Tergugat I dan Penggugat dapat menjadi jembatan emas untuk 
merukunkan antara kedua keluarga yang berselisih paham tersebut 
dengan tanpa mengabaikan atau menciderai janji yang telah dibuat 
bersama Penggugat ketika acara lamaran berlangsung yang dihadiri 
oleh kedua belah orang tua calon mempelai dan keluarga kerabat dari 
kedua calon mempelai pengantin. 
Bahwa oleh perbuatan Tergugat I dan II yang membatalkan 
pernikahan yang telah disepakati oleh Penggugat pada tanggal 22 
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Februari 2014 telah dinyatakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) 
dan atas perbuatan mana pihak penggugat telah mengalami kerugian 
baik kerugian materil maupun immateril. 
- Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas petitum yang 
menyatakan tindakan Tergugat I membatalkan pernikahan yang telah 
disepakati oleh Penggugat pada tanggal 22 Februari 2014 adalah 
perbuatan wanprestasi oleh karena telah beralasan hukum maka 
haruslah dikabulkan; 
- Menimbang, bahwa dampak dari perbuatan wanprestasi Tergugat I 
tersebut menyangkut pihak-pihak yang merasa dirugikan (dalam hal 
ini pemilik Clarion Hotel Makassar dan Salon) adalah tanggung jawab 
Tergugat I dan Tergugat II oleh karena cukup beralasan hukum maka 
patut dikabulkan; 
- Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi materil yang telah dikeluarkan 
oleh Penggugat dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya 
menuju pernikahan tanggal 22 Februari 2014 adalah sebesar 
Rp.92.054.000,- (sembilan puluh dua juta lima puluh empat ribu 
rupiah), maka untuk tuntutan ganti rugi materil tersebut Majelis akan 
mempertimbangkan sebagai berikut:  
a. Bahwa dalam menentukan ganti rugi materil Majelis harus 
berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang konkrit berdasarkan 
kuitansi-kuitansi pengeluaran; 
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b. Bahwa dalam membuktikan petitum tersebut, Penggugat hanya 
mengajukan bukti berupa nota pesanan/pembayaran yang jumlah 
pengeluarannya hanya berjumlah Rp. 35.070.000,- (tiga puluh lima 
juta tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena Majelis Hakim dalam 
menentukan ganti rugi materil tidak boleh berdasarkan perkiraan, 
maka Majelis akan mengabulkan hanya terhadap pengeluaran 
yang nyata saja yaitu berjumlah Rp. 35.070.000,- (tiga puluh lima 
juta tujuh puluh ribu rupiah); 
- Menimbang bahwa tentang petitum ganti rugi immateril sebesar 
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Majelis akan 
mempertimbangkan sebagai berikut :  
a. Bahwa terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh 
Tergugat I dan II, pihak Penggugat dan keluarganya sangat terkejut 
dan merasa sangat dipermalukan, Penggugat , mendapat respon 
yang negatif dari pergaulan sosial, Penggugat tidak tentram dan 
mengalami tekanan secara psikis; 
b. Bahwa untuk menentukan besaran ganti rugi immateril Majelis akan 
menggunakan tolak ukur bahwa Penggugat adalah seorang Dokter 
yang telah dikenal dimana-mana, serta Penggugat dan 
keluarganya di masyarakat adat Toraja tergolong bangsawan yang 
strata sosialnya sangat tinggi yaitu masyarakat Bulawan, maka 
berdasarkan alasan tersebut Majelis mengabulkan ganti rugi 
immateril yang besarannya ditentukan dalam amar putusan di atas.    
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Namun Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan tuntutan ganti rugi 
immateril tetapi menguatkan amar putusan selain dan selebihnya. 
Berdasarkan putusan No. 146/PDT/2015/PT.Mks, Majelis Hakim Tingkat 
Banding mempertimbangkan bahwa apabila peristiwa tidak jadi adanya 
pernikahan itu dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi maka 
penjatuhan hukuman untuk membayar ganti rugi immateril adalah 
argumentasi hukum yang tidak konsisten karena perbuatannya 
dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi hukuman yang dijatuhkan 
adalah untuk perbuatan melanggar hukum, karena hukum perdata tidak 
mengatur adanya penggantian kerugian yang bersifat immateril untuk 
wanprestasi. 
 
Amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 31 Juli 2015 No. 
146/PDT/2015/ PT.Mks : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian; 
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I/Pembanding 
I yang membatalkan pernikahan yang telah disepakati oleh 
Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Februari 2014 adalah 
perbuatan cidera janji (wanprestasi); 
3. Menyatakan bahwa segala tuntutan hukum dari pihak yang merasa 
dirugikan dalam hal ini pemilik Clarion Hotel Makassar dan Salon 
adalah tanggung jawab Tergugat I dan II/Pembanding I dan II; 
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4. Menghukum Tergugat I dan II/Pembanding I dan II untuk membayar 
ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat/Terbanding, 
berupa: 
a. Ganti rugi atas seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh 
Penggugat/Terbanding dalam rangka mempersiapkan segala 
sesuatunya menuju pernikahan tanggal 22 Februari 2014 yang 
secara nyata dikeluarkan berdasarkan nota-nota sebesar Rp. 
35.070.000,- (tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah); 
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 
 
4. Analisis Penulis 
Setelah membaca dan mencermati salinan Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No. 82/Pdt.G/2014/PN.Mks, penulis menarik 
kesimpulan berdasarkan fakta yang diuraikan bahwa pertimbangan 
majelis hakim mengategorikan perbuatan membatalkan janji untuk 
menikahi sebagai perbuatan wanprestasi dikarenakan hakim melihat 
janji untuk menikahi ini sebagai suatu perikatan yang berasal dari 
kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yang mana dari 
kesepakatan itu telah timbul prestasi untuk melangsungkan pernikahan 
pada tanggal 22 Februari 2014. 
Dari kesepakatan itu pihak Tergugat I dan keluarganya dalam hal ini 
termasuk Tergugat II karena Tergugat II merupakan ayah dari Tergugat 
I, resmi melakukan pelamaran di rumah Penggugat pada tanggal 17  
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Oktober 2013. Lalu setelah semuanya berjalan lancar dan sesuai, tiba-
tiba Tergugat I menunda pernikahannya dengan Penggugat sampai 
batas waktu yang tidak ditentukan, dan kemudian bersama Tergugat II 
mengambil tindakan untuk membatalkan gedung dan salon.  
Penundaan yang dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan 
Penggugat tentu merupakan pengingkaran terhadap janji/kesepakatan 
yang telah dibuat antara Tergugat I dan Penggugat, apalagi 
penundaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan yang menurut 
majelis hakim sama saja dengan pembatalan. 
Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu hakim 
Pengadilan Negeri Makassar, yaitu hakim Suparman Nyompa. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa, 
mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata dimana kesepakatan 
merupakan syarat subjektif dari perjanjian maka dipandang terpenuhi 
janji untuk menikahi tersebut sebagai suatu perikatan untuk 
melaksanakan pernikahan pada tanggal yang sudah ditentukan, dari 
kesepakatan keluarga kedua belah pihak dengan adanya duduk 
bersama merencanakan pernikahan dengan menetapkan waktu dan 
tempat.  
Perikatannya ini bukan seperti perikatan dagang ataupun kontrak, 
namun ini adalah perikatan untuk melakukan pernikahan, pernikahan 
yang yang telah disepakati kedua belah pihak pada tanggal 22 Februari 
2014 dan itu telah melewati tahapan-tahapan. Jika hanya sampai pada 
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tahap pelamaran, belum tentu terjadi perikatan karena belum tentu 
diterima namun jika lamaran tersebut telah diterima dan telah melangkah 
ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan panitia perkawinan yang mana 
dalam panitia itu pihak wanita dan pihak pria telah tergabung menjadi 
satu panitia, maka tentu kedua belah pihak itu telah terikat untuk 
melaksanakan suatu pernikahan. 
Lalu setelah semuanya berjalan sebagaimana mestinya, ditengah 
jalan dibatalkan secara sepihak oleh pihak laki-laki. Meskipun dalam 
pembelaannya pihak laki-laki tidak mengatakan jika ia membatalkannya 
melainkan hanya menunda, namun jika dibicarakan dalam rapat untuk 
tanggal acara pernikahannya, kemudian minta ditunda untuk waktu yang 
tidak ditentukan (dengan tidak ada jangka waktu) tentu hal itu dipandang 
sebagai suatu pembatalan.68 
Dari penjelasan beliau di atas penulis sependapat bahwa janji untuk 
menikahi dalam kasus LMB melawan DST dan CUT ini merupakan 
sebuah perikatan yang lahir dari suatu kesepakatan. Hal ini sejalan 
dengan yang tercantum pada Pasal 1233 KUHPerdata bahwa: 
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 
undang-undang”. 
Berdasarkan pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa perikatan bisa 
timbul karena persetujuan/kesepakatan dan bisa timbul karena undang-
undang.   
                                                          
68 Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 16 Maret 2017, Pukul 10.05 
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Sebelumnya dalam kasus yang berkaitan dengan ingkar janji untuk 
menikahi yaitu yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, Mahkamah Agung 
memutuskan bahwa perbuatan ingkar janji untuk menikahi ini termasuk 
perbuatan melanggar hukum. Dalam kasus tersebut kedua pihak sampai 
hidup bersama namun saat si wanita menagih janji untuk dinikahi, si pria 
ingkar. Mahkamah Agung menyatakan perbuatan si pria yang ingkar janji 
untuk menikahi itu telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan 
dalam masyarakat, sehingga dianggap sebagai perbuatan melanggar 
hukum.69 
Berbeda dalam kasus LMB melawan DST dan CUT, janji untuk 
menikahi yang terjadi merupakan kesepakatan untuk melaksanakan 
pernikahan. Perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat I timbul 
dari janji untuk melangsungkan acara pernikahan yang telah disepakati 
dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2014 di Hotel Clarion Makassar, 
yang dalam hal ini telah dibicarakan dan disetujui oleh kedua belah pihak 
keluarga pada malam pelamaran pada tanggal 17 Oktober 2013. Tidak 
dilaksanakannya kesepakatan sebagaimana mestinya oleh Tergugat I 
berarti Tergugat I telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga 
dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.  
Janji untuk menikahi ini bukan seperti perjanjian pada umumnya, 
tetapi lebih kepada pengikatan sebelum masuk ke perjanjian yang 
                                                          
69 Hukumonline, “Tidak Menepati Janji Menikahi Adalah PMH”, Hukumonline, 
(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b2a4256a32ea/tidak-menepati-janji-menikahi-
adalah-pmh, diakses 31 Mei 2017) 
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sebenarnya yang mana dalam hal ini adalah perkawinan. Oleh karena itu 
dari janji untuk menikahi ini lahir perikatan antara Penggugat dan Tergugat 
I dan II.  
Janji mengikat para pihak yang mengadakannya. Hal ini berkaitan 
dengan salah satu asas perjanjian yaitu asas Pacta Sunt Servanda atau 
dikenal juga dengan asas kekuatan mengikat. Asas ini dapat ditemukan 
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menetapkan bahwa: 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Setiap orang yang membuat perjanjian, terikat untuk memenuhi perjanjian 
tersebut karena perjanjian itu mengandung janji-janji yang harus dipenuhi 
dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya 
undang-undang. 
Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus 
menghormati dan melaksankan apa yang telah mereka perjanjikan dan 
tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan 
dari perjanjian tersebut.70  
Asas ini juga dikenal sebagai asas kepastian hukum. Jika terjadi 
sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar 
janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa 
agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak lain 
                                                          
70 Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 174 
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membayar ganti rugi. Putusan pengadilan tersebut merupakan jaminan 
bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian 
hukum yang mana secara pasti memiliki perlindungan hukum.71 
Wanprestasi sendiri merupakan cidera janji, yaitu suatu kesengajaan 
atau kelalaian salah satu pihak yang mengakibatkan ia tidak dapat 
memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu perjanjian 
dengan pihak lainnya.72 Ada empat keadaan wanprestasi, yaitu: 
1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan; 
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai; 
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tapi terlambat; 
4. Melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang dalam perjanjian. 
Seseorang dianggap telah wanprestasi jika dalam suatu perjanjian, 
tenggang waktunya telah ditentukan, lalu telah lewat tenggang waktunya 
sedang ia tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan seperti 
sebagaimana mestinya, maka ia dinyatakan telah wanprestasi. Seperti 
yang ditetapkan Pasal 1238 KUHPerdata, bahwa: 
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau 
dengan akta sejenis itu, telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya 
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai 
dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. 
 
Kembali pada kasus Penggugat (LMB) melawan Tergugat I (DST), 
menurut pandangan penulis telah tepat putusan majelis hakim tingkat 
pertama dalam mengategorikan perbuatan Tergugat I dan II sebagai 
                                                          
71 Dadang Sukandar, Loc.Cit. 
72 Lukman Santoso Az, Op.Cit., hlm. 75 
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perbuatan wanprestasi. Dari yang penulis cermati, perbuatan Tergugat I 
dan ayahnya yaitu Tergugat II yang membatalkan secara sepihak 
perjanjian untuk melangsungkan pernikahan dengan Pengugat telah 
mencocoki salah satu keadaan wanprestasi pada poin pertama, yaitu poin 
tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, sehingga setelah lewat 
tanggal 22 Februari 2014 dan acara pernikahan yang telah ditetapkan 
tidak dilaksanakan Tergugat I, maka sejak tanggal 23 Februari 2014 
Penggugat sudah mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan. Terlebih 
akibat pembatalan tersebut Penggugat mengalami kerugian materil atas 
seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka mempersiapkan 
acara pernikahannya yaitu seperti panjar gedung dan salon, biaya kain 
baju, biaya cetak undangan, dan biaya untuk katering. 
Tergugat I dan II juga tidak menunjukan itikad baik dalam perikatan 
ini. Sebelumnya, ketika panitia mendengar kabar bahwa Tergugat I dan II 
membatalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I, maka panitia 
melakukan rapat dan mengundang pihak Tergugat untuk meluruskan 
masalah yang terjadi, dan karena undangan juga sudah ada yang beredar. 
Namun pihak Tergugat I maupun II tidak hadir, dan hanya mengutus 
perwakilan yang bukan merupakan keluarga inti dari Tergugat, yang 
utusannya itupun tidak dapat menjelaskan pokok permasalahan yang 
menjadi alasan penundaan pernikahan, sehingga panitia tidak bisa 
mengambil kesimpulan. Hal ini menurut penulis menunjukkan bahwa apa 
yang disebutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai penundaan 
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acara pernikahan dan bukan pembatalan, sama sekali tidak sesuai karena 
jika memang ingin menunda maka pada saat rapat inilah pihak Tergugat I 
dan Tergugat II dapat mengatakan sampai kapan kiranya penundaan ini 
berlangsung, baik oleh Tergugat secara langsung maupun lewat 
perwakilannya, setidaknya ada kepastian yang bisa diambil dari 
penundaan tersebut, sehingga menurut penulis Tergugat I dan II tidak 
menunjukkan itikad baik terhadap kesepakatan yang telah dibuatnya.  
Oleh karena itu, dari uraian diatas penulis sependapat dengan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa perbuatan membatalkan janji 
untuk menikahi ini termasuk kategori perbuatan wanprestasi. 
 
 
B. Janji Untuk Menikahi Termasuk Perjanjian yang Tidak Dapat 
Dibatalkan Secara Sepihak 
 
Janji untuk menikahi merupakan tanda sepakat antara seorang pria 
dengan seorang wanita untuk bersedia menikahi satu sama lain. 
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa janji untuk menikahi ini 
berasal dari kesepakatan yang melahirkan perikatan. 
Istilah perikatan merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa 
Belanda yaitu Verbintenis.73 “Verbintenis” berasal dari kata kerja 
Verbiden yang artinya mengikat. Jadi Verbintenis menunjuk kepada 
                                                          
73 Nanda Amalia, Op.Cit., hlm. 1 
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adanya “ikatan” atau “hubungan”. Hal ini memang sesuai dengan 
definisi Verbintenis sebagai suatu hubungan hukum.74  
Berbeda dengan pengertian perjanjian pada Pasal 1313 
KUHPerdata, undang-undang tidak memberikan definisi ataupun 
pengertian tentang perikatan. KUHPerdata hanya mengawali istilah 
perikatan dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, yaitu: 
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 
undang-undang”. 
Oleh karena itu pengertian perikatan harus dilihat di dalam doktrin (ilmu 
pengetahuan hukum).75  
Untuk memahami istilah mengenai perikatan berikut beberapa 
pendapat para sarjana hukum: 
a. Menurut Subekti suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum 
antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu 
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang 
lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.76 
b. Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan 
adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu 
dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. 
Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam 
bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dan 
                                                          
74 Bintang Partogi Mangaratua Sibuea, Hukum Perikatan, Hukumpedia,  
 (http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/hukum-perikatan, diakses 29 Oktober 2016) 
75 Djaja S. Meliala, Op.Cit., hlm. 75 
76 Subekti, Hukum Perjanjian, 2008, Jakarta: Intermasa, hlm. 1 
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dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa 
bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.77 
 
Kembali pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, sumber lahirnya 
perikatan yaitu bisa karena perjanjian dan bisa karena undang-undang. 
Antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang 
bersumber dari undang-undang terdapat perbedaan sebaagai berikut.78 
- Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan kerugian 
hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para 
pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan 
kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan 
diri tersebut, sedangkan 
- Perikatan yang lahir yang lahir dari undang-undang adalah perikatan 
yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga 
melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di 
antara para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan 
ditentukan oleh undang-undang. 
 
Jika melihat janji untuk menikahi pada kasus LMB melawan DST, janji 
untuk menikahi tersebut lahir dari kesepakatan kedua belah pihak dalam 
hal ini adalah LMB dan DST, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 
Kemudian ada acara pelamaran resmi dari pihak keluarga DST ke 
                                                          
77 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 6 
78 R. Soeroso, Perjanjian Dibawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum),  
 Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 5 
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keluarga LMB, dimana lamaran itu diterima dan telah disepakati untuk 
menikah pada tanggal 22 Februari 2014 di Hotel Clarion Makassar.  
Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. 
Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik 
kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali 
atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, 
jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan 
yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali 
atau dibatalkan secara sepihak.79 
Meskipun janji untuk menikahi yang terjalin antara LMB dan DST 
bukanlah seperti perjanjian pada umumnya, tetapi janji menikahi ini 
melahirkan perikatan antara pihak yang mengadakannya, sehingga 
janji untuk menikahi tersebut termasuk janji yang tidak dapat dibatalkan 
secara sepihak. 
Oleh karena itu, ketika terjadi pembatalan janji untuk menikahi 
secara sepihak yang dilakukan oleh pihak DST dan ayahnya CUT, 
perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, karena 
yang dilanggar ialah perikatan yang timbul atas dasar kesepakatan 
kedua belah pihak. 
Perikatan yang lahir dari kesepakatan kedua belah pihak tentu tidak 
bisa dibatalkan begitu saja secara sepihak. Hubungan hukum yang lahir 
diantara kedua belah pihak itu terjadi karena perjanjian yang telah 
                                                          
79 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 97 
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disepakati kedua belah pihak. Untuk membatalkannya tentu saja harus 
melalui kesepakatan juga, kecuali tidak dipenuhinya prestasi itu karena 
terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana 
tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi. 
 
C. Tanggung Jawab Pihak yang Melakukan Perbuatan Ingkar Janji 
Untuk Menikahi  
 
Dalam hukum perdata, kerugian yang diderita oleh seseorang 
akibat perbuatan orang lain dapat timbul karena adanya ingkar janji 
atau wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum atau 
onrechtmatige daad. Kerugian yang timbul dari ingkar janji diawali 
dengan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 
Perjanjian yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan mengikat 
kedua belah pihak sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1338 
KUHPerdata. Dengan terikatnya oleh isi perjanjian, mengakibatkan 
apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian, maka dapat 
dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Namun bukan 
berarti bahwa setiap perjanjian yang mengikat kedua belah pihak selalu 
diakhiri dengan wanprestasi, melainkan juga dapat dikatakan sebagai 
perbuatan melanggar hukum apabila kewajiban yang tidak dipenuhi 
tersebut ditimbulkan oleh undang-undang. 
Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut 
wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan 
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wanprestasi, sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan 
undang-undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut 
perbuatan melanggar hukum (PMH), pihak yang dirugikan dapat 
mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, 
bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu:80 
1. Pertanggungjawaban kontraktual, dan 
2. Pertanggungjawaban perbuatan melanggar hukum 
 
Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung 
jawab perbuatan melanggar hukum adalah apakah dalam hubungan 
hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat 
perjanjian, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab 
kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun terdapat 
satu pihak yang merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat 
menggugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar 
perbuatan melanggar hukum.81 
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, janji untuk menikahi yang 
terjalin antara LMB dan DST merupakan perikatan yang lahir dari 
kesepakatan kedua belah pihak, sehingga janji untuk menikahi tersebut 
dianggap memenuhi sebagai suatu perjanjian meskipun bukan seperti 
perjanjian pada umumnya tetapi lebih kepada pengikatan sebelum 
                                                          
80 Rosa Agustina dkk., Hukum Perikatan, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 4 
81 Ibid., hlm. 4 
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sampai pada perjanjian yang sebenarnya. Karena pada janji untuk 
menikahi antara kedua belah pihak terdapat unsur perjanjian, maka 
ketika ada pelanggaran, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab 
kontraktual. 
Tanggung jawab kontraktual didasarkan oleh adanya hubungan 
kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang 
dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan 
hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah 
satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya 
menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut 
dapat menggugat dengan dalil wanprestasi.82 
Pengertian umum tentang wanprestasi adalah tidak terlaksananya 
perjanjian karena kelalaian salah satu pihak. Bentuk dari kelalaian 
tersebut dapat berupa sama sekali tidak dilaksanakannya prestasi, 
terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak 
sesuai (hanya sebagian), melakukan apa yang dilarang dalam 
perjanjian. 
Konsekuensi hukum dari wanprestasi adalah keharusan bagi pihak 
yang merugikan untuk membayar ganti rugi. Dengan adanya 
wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya juga dapat 
menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian.83 
                                                          
82 Ibid., hlm. 4 
83 Ibid., hlm. 4-5 
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Salah satu akibat dari perbuatan wanprestasi ialah memberikan hak 
kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan penggantian 
kerugian yang menurut Pasal 1243 KUHPerdata berupa penggantian 
biaya, rugi, dan bunga. 
Ganti rugi dalam tanggung jawab kontraktual adalah ganti rugi yang 
merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Dengan kata lain, ada 
hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita dengan 
perbuatan wanprestasi.84 
KUHPerdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang 
bersifat materil (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak 
mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateril (tidak 
berwujud). Yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap 
kerugian immateril, misalnya dikabulkannya tuntutan ganti rugi dari 
seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas 
suatu ketenangan hidup.85   
Berdasarkan penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwa 
pembatalan janji untuk menikahi secara sepihak memberikan hak 
kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan penggantian 
kerugian sebesar kerugian yang benar-benar diderita dengan 
dibuktikan oleh alat bukti dalam bentuk kuitansi dan alat bukti lainnya. 
Penggantian kerugian yang dimaksud lebih kepada tanggung jawab 
                                                          
84 Ibid., hlm. 5 
85 Ibid., hlm. 5 
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pihak yang membatalkan perjanjian terhadap kerugian-kerugian pihak 
yang dibatalkan janjinya. 
Dalam kasus LMB dan DST, LMB meminta pertanggung jawaban 
DST dan ayahnya CUT atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya, 
untuk mengganti secara tunai dan sekaligus kerugian yang dideritanya, 
yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, berupa: 
- Ganti rugi atas seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LMB 
dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya menuju pernikahan 
pada tanggal 22 Februari 2014 yang secara nyata dikeluarkan 
berdasarkan nota-nota kuitansi sebesar Rp.35.070.000,- (tiga puluh 
lima juta tujuh puluh ribu rupiah); 
- Ganti rugi immateril akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh 
DST yang membatalkan secara sepihak rencana pernikahan antara 
LMB dan DST, yang mengakibatkan LMB merasa telah dipermalukan, 
mendapat respon negatif dari pergaulan sosial, dan tidak merasa 
tentram bahkan mengalami tekanan secara psikis. sebesar 
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terhadap gugatan 
wanprestasi KUHPerdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari 
kerugian materil saja. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi 
terdiri dari: 86 
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1. Kerugian yang senyata-nyata diderita (biaya-biaya yang 
sesungguhnya dikeluarkan); 
2. Bunga dan keuntungan yang diharapkan. 
Yang mana hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding 
untuk membatalkan petitum tentang ganti rugi immateril. 
Berdasarkan putusan No. 146/PDT/2015/PT.Mks, Majelis Hakim 
Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apabila peristiwa tidak jadi 
adanya pernikahan itu dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi 
maka penjatuhan hukuman untuk membayar ganti rugi immateril adalah 
argumentasi hukum yang tidak konsisten karena perbuatannya 
dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi hukuman yang dijatuhkan 
adalah untuk perbuatan melanggar hukum, karena hukum perdata tidak 
mengatur adanya penggantian kerugian yang bersifat immateril untuk 
wanprestasi. Ganti rugi immateril dikenal dalam perbuatan melanggar 
hukum dan ganti rugi immateril hanya diperuntukkan perbuatan 
melanggar hukum yang itupun terbatas untuk hal-hal kematian, luka atau 
cacat, maupun penghinaan, sehingga untuk pernikahan yang tidak jadi 
dilaksanakan, hukum perdata belum mengatur tuntutan ganti rugi 
immateril. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat 
Banding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap 
ganti rugi immateril. 
Dalam hal ganti rugi immateril merupakan ganti rugi yang dikenal 
dalam perbuatan melanggar hukum, penulis sependapat, dan memang 
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dalam KUHPerdata yang dapat dimintakan ganti rugi akibat wanprestasi 
hanyalah kerugian yang nyata-nyata dideritanya. Sebagaimana yang 
tercantum dalam ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, maka ganti rugi 
tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu: 
- Biaya, yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan; 
- Rugi, yaitu kerugian yang ditanggung oleh pihak yang dirugikan akibat 
wanprestasi; 
- Bunga, yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan. 
 
Namun demikian, baik putusan Pengadilan Tinggi maupun putusan 
Pengadilan Negeri, keduanya tidak salah. Putusan Pengadilan Tinggi 
ada benarnya karena memang jika itu perbuatan wanprestasi, tentu tidak 
memungkinkan ada ganti rugi immateril. Begitupula dengan putusan 
Pengadilan Negeri yang juga ada benarnya karena sebetulnya memang 
ada kerugian immateril, tetapi alasannya yang kurang tepat. Semestinya 
dikatakan bahwa janji menikahi ini bukanlah perjanjian biasa namun 
perjanjian yang mengakibatkan peristiwa hukum yaitu perkawinan, yang 
mana melibatkan dua orang yang sepakat untuk membentuk keluarga 
yang kekal. Perjanjian ini bukan seperti perjanjian yang menggunakan 
barang sebagai objeknya, tetapi berkaitan dengan perasaan manusia, 
sehingga tentu dapat dimintakan ganti rugi immateril.  
Perbuatan membatalkan janji untuk menikahi ialah benar 
wanprestasi tetapi bukan semata-mata karena perjanjian saja, namun 
karena perjanjiannya ini bukan perjanjian biasa. Wanprestasi pada janji 
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untuk menikahi bukan cidera janji pada perjanjian yang sebenarnya 
tetapi lebih kepada ingkar terhadap pra perjanjian. Pra perjanjian dalam 
hal ini ialah janji untuk menikahi, yang mana jika kita analogikan seperti 
akta pengikatan jual beli pada jual beli tanah, sehingga dapat dikatakan 
seperti pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya 
yaitu perkawinan.  
Janji untuk menikahi bukanlah perjanjian biasa, sehingga penulis 
sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan 
tuntutan ganti rugi immateril dalam kasus LMB melawan DST dan CUT, 
meskipun ini termasuk kategori perbuatan wanprestasi dan bukan 
perbuatan melanggar hukum. Menurut penulis, dalam kasus ini dapat 
dimintakan ganti rugi immateril apabila kerugian yang ada timbul karena 
efek dari pra perjanjian.  
Seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan 
atas suatu ketenangan hidup akibat perbuatan wanprestasi yang 
dilakukan terhadap dirinya, dalam hal ini LMB, karena akibat perbuatan 
wanprestasi yang dilakukan oleh DST yang membatalkan secara 
sepihak janji untuk melangsungkan pernikahan dengan LMB, 
mengakibatkan LMB merasa telah dipermalukan, mendapat respon 
negatif dari pergaulan sosial, dan tidak merasa tentram bahkan 
mengalami tekanan secara psikis, sehingga menurut hemat penulis 
terdapat kerugian immateril yang beralasan untuk diminta pertanggung 
jawabannya.  
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Janji untuk menikahi merupakan janji untuk melaksanakan 
pernikahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena 
itu, tanggung jawab pihak yang membatalkan janji untuk menikahi 
dikatakan sama dengan konsekuensi wanprestasi perjanjian pada 
umumnya. Namun penulis berpendapat bahwa hubungan perikatan yang 
terjadi karena janji untuk menikahi melibatkan hubungan antar keluarga 
dan sangat erat kaitannya dengan hukum adat dan kebiasaan yang 
berlaku di masyarakat. Oleh karena itu tidak bisa dikesampingkan begitu 
saja nilai-nilai budaya yang ada pada lingkungan masyarakat.  
Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan 
juga kebiasaan. Hal ini ditentukan juga dalam Pasal 1339 KUHPerdata: 
“Perjanjian-perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 
dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu 
yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, 
atau undang-undang”. 
 
Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan 
undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping 
kepatutan. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber 
hukum di samping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut 
menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun 
demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan 
undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. 
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Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun 
sudah ada adat-istiadat yang mengatur.87 
Jika melihat hukum adat yang berlaku untuk kedua belah pihak yakni 
hukum adat Toraja, maka jika terjadi pembatalan pernikahan yang sudah 
ditetapkan harinya menurut Hukum Adat Tana Toraja akan diberi sanksi 
yaitu denda 24 ekor kerbau atau tergantung strata sosialnya, bagi yang 
mengundurkan diri baik pihak laki-laki atau pihak perempuan yaitu 6 ekor 
kerbau belang, 6 ekor kerbau todi, 6 ekor kerbau hitam, dan 6 ekor 
kerbau pudu. Harga kerbau seperti kerbau hitam berkisar sekitar Rp. 
100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-, kerbau todi sekitar Rp. 
26.000.000,- s/d Rp. 36.000.000,-, kerbau pudu dengan harga Rp. 
74.000.000,- dan kerbau belang dengan harga sekitar 
Rp.1.600.000.000,- . 
Demikian status sosial masyarakat Toraja, ada 3 (tiga) tingkatan yaitu: 
1. Masyarakat Bulawan, 
Yakni masyarakat Tontonan Limikam bangsawan Toraja. 
2. Masyarakat Bassi, 
Yakni masyarakat Tontonan Pao adalah hubungan dengan 
bangsawan (kelas II). 
3. Masyarakat Karua, 
Yakni masyarakat Tontonan Sikuku adalah masyarakat biasa. 
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Dalam hal ini pihak LMB merupakan masyarakat Toraja yang status 
sosialnya berada pada status sosial masyarakat Bulawan. Tentu merasa 
sangat dipermalukan harga dirinya ketika acara pernikahannya tidak jadi 
dilaksanakan padahal sudah ada undangan yang beredar. Penulis 
mengutip perkataan tokoh adat Toraja yang mengatakan bahwa ketika 
pernikahan yang telah disepakati waktu pelaksanaannya tiba-tiba 
dibatalkan maka rasanya itu seperti “dilempari tai ayam di dahi”. 
Terlepas dari status sosialnya, sebagai seorang wanita jika acara 
pernikahannya yang telah disepakati bersama dan telah dipersiapkan 
segala sesuatunya kemudian dibatalkan secara sepihak dengan itikad 
tidak baik, tentu baik dia maupun keluarganya akan merasa sangat malu 
dan terluka harga dirinya. Oleh karena itu menurut pendapat penulis, 
perlu ada tanggung jawab dari pihak yang membatalkan janji untuk 
menikahi ini terkait kerugian immateril yang diderita pihak lain akibat 
perbuatannya, untuk setidaknya membayar ganti rugi yang tentu saja 
besarannya menggunakan batasan atau tolak ukur yang dinilai patut 
menurut keadaan, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis kemukakan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hakim mengategorikan perbuatan membatalkan janji 
untuk menikahi sebagai perbuatan wanprestasi dikarenakan janji 
untuk menikahi merupakan sebuah perikatan yang berasal dari 
persetujuan kedua belah pihak, sehingga jika janji untuk menikahi 
dibatalkan secara sepihak, maka perbuatan tersebut dikatakan 
cidera janji atau wanprestasi.  
2. Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi pihak-pihak 
yang mengadakannya. Janji untuk menikahi merupakan perikatan 
yang didasari kesepakatan kedua belah pihak, sehingga janji untuk 
menikahi merupakan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali atau 
dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau 
membatalkannya maka harus memperoleh persetujuan pihak 
lainnya, kecuali ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-
undang yang membuat perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka 
perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.  
3. Janji untuk menikahi bukanlah perjanjian pada umumnya tetapi lebih 
kepada pra perjanjian. Pra perjanjian itu layaknya pengikatan 
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sebelum masuk ke perjanjian yang sebenarnya, sehingga jika ada 
kerugian yang timbul karena efek dari pra perjanjian yaitu berkaitan 
dengan harga diri, menurut pendapat penulis, perlu ada tanggung 
jawab dari pihak yang membatalkan janji, terkait dengan kerugian 
immateril untuk setidaknya membayar ganti rugi yang besarannya 
menggunakan batasan atau tolak ukur yang dinilai patut menurut 
keadaan, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak. Dengan 
demikian, faktanya dalam wanprestasi dapat juga dimintakan ganti 
rugi immateril, jika wanprestasi ini merupakan pengingkaran dari pra 
perjanjian sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya yaitu 
yang mengakibatkan peristiwa hukum, dalam hal ini perkawinan, 
dimana melibatkan perasaan manusia sehingga tentu ada unsur 
immateril. 
   
B. Saran 
1. Sebaiknya dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia 
ada ketentuan yang mengatur lebih jelas tentang janji untuk menikahi 
karena faktanya telah banyak kasus yang terjadi di masyarakat 
terkait hal ini namun jarang dibawa ke ranah hukum karena belum 
ada ketentuan pasti yang jelas mengatur mengenai pengertian dari 
janji untuk menikahi tersebut, batasan, dan akibat hukum atas janji 
untuk menikahi. Oleh karena itu diharapkan jika ada ada perbuatan 
mengingkari janji untuk menikahi, pihak yang melakukannya dapat 
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diberikan sanksi dengan dasar yang jelas dan menghindari adanya 
kekeliruan gugatan yang diajukan ke pengadilan terkait perbuatan 
wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum akibat dari adanya 
ingkar janji untuk menikahi. 
2. Sebaiknya dalam hal yang melibatkan pihak keluarga seperti kasus 
ini jika memungkinkan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, 
hilangkan keegoisan masing-masing dan bicara baik-baik, karena 
janji untuk menikahi ini berasal dari kedua belah pihak maka 
sekiranya jika ada pembatalan sebaiknya dibicarakan bersama lalu 
kemudian dicari jalan keluar yang tepat dengan tidak merugikan 
siapapun. 
3. Sebaiknya dalam tuntutan ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi 
diberikan pengaturan lebih lanjut karena faktanya ada kerugian 
immateril yang timbul akibat wanprestasi. 
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